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GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAI{ GT,BERT{UR LAI,IPUNG
NOMOR, 22 TAJTIIN 2023

TENTANG

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHAI{AAN BIROKRASI

DEITGAIT RAHMAT TT'HAN YANG MAHA TSA

GUBERNUR LAMPUNG,

a. balrwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, elisien dan terpercaya guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem ke{a;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
7 Tahun 2022 lentang Sistem Keda Pada Lestansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap lnstansi Pemerintah
melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja;

c. bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
professional, diper lukan pengaturan mekanisme kerja antara
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan
fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

1.

2.

3.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembarart
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 95, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143'
Tambahan Lembaran Necara Reoublik Indonesia Nomor 68O1);



2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahtn 2Ol4 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Talrr},ahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Ta-hun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tenlang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 647);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2O18 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Repubtk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
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Menetapkan

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2O19
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2019 Nomor 4, Berita Daerah Provinsi Lampung Nomor 51);

14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2O21 tentang Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur Nomor 59 Tahun 2O2l tentang Susunan Organisasi,
T\rgas dan Fungsi, serta Tata Ke{a Peraagkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GI'BERI{UR TEI{TANG SISTEM KERJA
PEITYEDERHANAAN BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

UNTUI(

Daerah ada-lah Daerah Provinsi Lampung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
Gubernur adalah Gubernur Lampung.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang
selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD Provinsi adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Provinsi adalah
Sekretaris Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Provinsi
Lampung.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
Unit Organisasi adalah bagian dari strulrtur organisasi yang
dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.

Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Lampung.
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15. Cabang Dinas adalah Bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Pemerintah bidang pendidikan menengah, energi dan mineral pada Dinas
Pemerintah Provinsi l,ampung.

16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPID adalah unsur
pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas atau Badan.

17. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau
Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi
tertentu.

18. Pejabat Level 1 adalah Pimpinan Unit Organisasi atau Pejabat yang memiliki
tingkat esselon/jenjang jabatan tertinggi pada suatu Unit Organisasi.

19. Pejabat Level 2 adalah pejabat yang memiliki tingkat esselon/jenjang jabatan
dibawah Pejabat kvel 1.

20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin
suatu Unit Organisasi tertentu.

27. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

22. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

23. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi.

24. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi dan pembangunan.

25. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

27. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional
pada instansi pemerintah.

28. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

29. Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

30. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah
pejabat pengawas atau pej abat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

31. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan
pelak"sana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan unit
brganisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian

dan/ atau keteramPilan.
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32. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selaljutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna
SPBE.

33. Tim koordinasi SPBE adalah Perangkat Daerah yang menangani Teknilogi,
informasi dan komunikasi dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait.

34. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk
suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

35. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme
ke{a dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan
sistem pemerintahan berbasis elektronik.

36. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang
menggambarkan alur pelahsanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian
dan/ atau keterampilan.

37. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstrukur yang menggambarkan
hubungan ke{a yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk
menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan
penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

(2) Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerja, yaitu:
a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dal kinerja organisasi;

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Mekanisme Kerja; dan
b. Proses Bisnis.

BAB III
MEKANISME KERJA

Bagran Kesatu
Umum
Pasal 4

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan
dengan prinsip:
a. orientasi pada hasil;
b. kompetensi;
c. profesionalisme;
d. kolaboratif;
e. transparansi; dan
f. akuntabel.
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Pasal 5

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. kedudukan;
b. penugasan;
c. pelaksanaan tugas;
d. pertanggungiawaban pelaksanaan tugas;
e. pengelolaan kinerja; dan
f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

(1) Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tingrei Pratama, Pejabat
Administrator atau Pejabat Pengawas.

(2) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional
tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.

(3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata keq'a perangkat
daerah.

Pasal 7

Rincian kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pxagraf 2

Penugasan

Pasal 8

(l) Dalam rangka melaksanakan tugas dan pe{anjian kinerja, Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kine{a menJrusun strategi pemrgasan Pejabat Pungsional dan
Pelaksana secara individual dan/atau tergabung dalam tim kerja dengan
mempertimbangkan beban kerja, kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan,
serta mengedepankan kolaborasi.

(2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan untuk melaksanakan lebih
dari I (satu) target kinerja, baik target kinerja yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kerja maupun tugas atau target kinerja yang bersifat insidental yang
dilalsanakan dalam waktu tertentu.

(3) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan untuk melaksanakan target
kinerja pada Unit Organisasi tempat berkedudukan, lintas Unit Organisasi
dan/atau lintas instansi.

(4) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim ke{a atau secara
individu, dilakukan melalui cara:
a. penunjukan; dan
b. pengajuan sukarela

(5) penunjukaa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan penugasan
' ' langsung kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana oleh Pimpinan Unit

Organisasi sebagai Pejabat Penilai Kinerja untuk melaksanakan kinerja tertentu.
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(6) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan
penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari
Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.

(7) Penugasan sebagaimana dimalsud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat
Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pejabat Penilai
Kinerja.

Pasal 9

Mekanisme penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Paragraf 3

Pelaksanaan T\rgas

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana mengutamakan
pencapaian target kinerja Unit Organisasi di mana Pejabat Fungsional dan
Pelalsana berkedudukan.

(2) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Unit Organisasi lain
merupakan bagran dari pelaksanaan tugas yang mencerminkan tingkat prioritas
rendah.

(3) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat dilaksanakan secara
individu dan/atau tim kerja.

(a) Dalam hal pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim keq'a
Pimpinan Unit Organisasi menunjuk salah satu Pejabat Fungsional atau
Pelalsana sebagai ketua tim berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

(5) Jumlah tim ke{a sebagaimana tersebut pada ayat (4) disesuaikan dengan beban
kerja dan/atau volume pekerjaan Pimpinan Unit Organisasi.

(6) Dalam hal pelal<sanaan tugas tim ke{a sebagaimana tersebut pada ayat (4)

terdapat anggota yang berasal dari lintas Unit Organisasi, maka yang berperan
sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kine{a.

(7) Contoh Surat Keputusan tim kerja dan penunjukan ketua tim kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 12

(1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan
p"l"k"at 

"an 
tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit organisasi pemilik

kinerja.

(2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan
' ' p.iuk""rr""r, trgr" tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja

secara berkala.



-8-

(3) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim,
melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.

(4) Pimpinan Unit Organisasi pemilik kine{a/Pejabat Penilai Kinerja secara sewa-ku-
waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota
tim kerja.

Paragraf 5

Pengelolaan Kinerja

Pasal 13

(1) Pengelolaan kine{a Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara
individu maupun dalam tim kerja terdiri atas:

a. perenc€rnaan kine{a yang meliputi penetapan dan klarilikasi harapan
pencapaian target kinerja Pimpinan Unit Organisasi;

b. pelalsanaan, pemantauan, dan pembinaan kine{a yang meliputi
pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan
pengembangan kine{a pegawai;

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan

sanksi.

(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undang yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan
Pelaksana.

Paragraf 6

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

(1) Unit Organisasi mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam
mendukung Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berupa aplikasi umum
berbagi pakai.

(3) Pimpinan Unit Organisasi memastikan setiap Unit Organisasi menggunakan
aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
mendukung sistem kerja, dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah
Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan Mekanisme Kerja

Paragraf 1

Tahapan Perencanaan

Pasal 15

(1) Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja
' ' o.g".ti"""i dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai tujuan

dengan hasil konkrit adalah rencana kerja.
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(2) Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diantaranya:

a. pen5rusunan dal penetapan pe{anjian kine{a, perumusan strategi pencapaian
target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah
koordinasi Pejabat l*vel 2 oleh Pejabat lrvel 1;

b. perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pejabat Level
2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau
individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana
lintas unit serta kebutuha-n atas Ketua Tim; dan

c. pen)rusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian
target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Paragral 2

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 16

Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran
dijalankan sesuai dengan rencana, meliputi:

a. pen5rusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan pelaksanaan
kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

b. monitoring perkembangan dan pemberian ump€rn balik atas pelaksanaan
kegiatan oleh Pejabat l*vel 2 dan/atau Ketua Tim; dan

c. penyarnpaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat l*vel 2.

Paragraf 3

Tahapan Evaluasi

Pasal 17

(1) Tahapan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan target yang diharapkan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa reviu atas hasil
pelaksanaan tugas tim keda atau individu oleh Pejabat l*vel 2 dan Pejabat
kvel 1.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Pejabat
Level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan
sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB TV

PROSES BISNIS

Pasal 18

(1) Penyusunan Proses Bisnis mempakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi.

(2) Untuk mendukung penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 sampai dengan Pasal 17, dilakukan dengan melakukan perbaikan dart
pengembangan Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Perbaikan, pengembangan dan tata cara pen)rusunan peta Proses Bisnis
sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan Penrndang-undangan.
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BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Unsur kesekretariatan pada Unit Organisasi melaksanakan peran dukungan bagi
percepatan pelaksanaan penyesuaian Sistem Ke{a sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2O

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, peran koordinasi Pejabat Fungsional
hasil dari penyetaraan jabatan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1105 Peraturan
Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Keda Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2O2l Tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teiukbetung
padatanggal a - I - 2023

GUBERNUR LAUPUITG,

ttd

ARTNAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 8 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVIT{SI LAMPUNG

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA D PROVINSI LAIIPUNG TAIIUN 2023 NOMOR 22

uai aslinya

i[a Utama Muda

ttd

NIP 199rO31004

HUK'U,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TAHUN :8 - 8 -2023

SISTEM KERJA UNTUK PEIIYEDERHANAAN BIROKRASI

BAB I
PENDAHIILUAN

l. Latar BelaLaag

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagran dari program prioritas ke{a
Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan

pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O - 2024. Penyederhanaan Birokrasi tidak

hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasi

menjadi Pejabat Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem

kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja melalui

penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja yang semula

berjenjang dan silo sehingga mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan

berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari

transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada ke{a tim yang berorientasi

pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital. Dukungan tata

kelola pemerintahan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan

keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kine{a bersama,

sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.
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Gambar 1 : Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama
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Selanjutnya, implementasi penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga
tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan
penyesuaian sistem kerja. Pelaksanaan tahapan penyesuaian sistem kerja
dila-kukan melalui penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis dengan
memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan
berbasis elektronik merupakan dukungan penting yang akan mendorong
pencapaian transformasi yang dilakukan.

Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan dengan menindaklanjuti
kententuan Pasal l6 ayat (21 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Birokrasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah
Provinsi Lampung menindaklanjuti dengan menyederhanakan struktur
organisasi bagi 846 (delapan ratus empat puluh enam) Jabatan Administrasi
terdiri atas 11 (sebelas) jabatan Administrator dan 835 (delapan ratus tiga lima)
jabatan Pengawas, yang ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Gubernur
Nomor 49 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Pasca implementasi tahapan penyederhanaan struldur organisasi, guna
menghindari kerugian bagr Pejabat Administrasi yang terdampak
penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan penyetaraan jabatan dengan
mekanisme Pejabat Administrator menjadi Pejabat Fungsional Ahli Madya dan
Pejabat Pengawas menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana amanat
da-lam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
dalam Jabatan Fungsional

Setelah pelaksanaan implementasi penyederhanaan birokrasi tersebut,
maka perlu dilaksanakan penyesuaian sistem kerja untuk mengindari vacuum of
power dan terganggunya pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan serta pelayanan
kepada masyarakat. Pada akhirnya, penyesuaian sistem kerja tersebut
mendorong terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil,
yang mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi. Dalam
mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja ini dibutuhkan kolaborasi antar
dan intra unit organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas output
yang akuntabel. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi tersebut, Pejabat
F\rngsional dan pelaksana dapat ditugaskan baik itu di dalam unit organisasi
maupun antar unit organisasi, sebagairnana diilustrasikan pada Gambar 2.
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Gambar 2 : Alur Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan baik itu di dalaE Unit Organisasi
tlaupun antar Unit Organisasi

Pelaksanaaan penyesuaian sistem keda pasca penyederhaan birokrasi di
Pemerintah Provinsi Lampung dila-ksanakan sesuai dengan zrmanat Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara darr Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi melalui penetapan Peraturan Gubernur ini.

2. Sistematika Pedoman

Pedoman Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi ini disusun dalam 3 (tiga)
bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang serta sistematika pedoman.

2.Bab lI Penyesuaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi yang
memuat mekanisme kerja yaitu penyesuaian kedudukan, penugasan, dan
pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana.

3. Bab III Penutup, memuat ringkasan Pedoman Sistem Kerja untuk
Penyederhanaan Birokrasi.

Levcl I

@
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BAB II
SISTEM KEzuA UNTUK PENYEDERIIANAA"IT BIROKRASI

Penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah dilakukan setelah
penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan guna mewujudkan
organisasi yang lebih sederhana dan lebih lincah. Penyesuaian sistem kerja
dimalsud meliputi penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis.

A. Mekanlsme KerJa

Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
instansi pemerintah yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan
kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Dengan penyederhanaan
birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1

(satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau Pelaksana yang dapat berasal dari
lintas unit organisasi atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi
Pemerintah. Pelaksanaan tugas yang dilaksanalan dalam bentuk tim kerja dapat
dipimpin oleh Ketua Tim.

Penyederhanaan struktur pada beberapa unit organisasi masih
dimungkinkan untuk memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur. Pengecualian ini
dilakukan pada unit organisasi dengan kriteria sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Mekanisme ke{a paska penyederhanaan struktur organisasi disesuaikan
dengan strategi dari Pejabat Level 1 dan/atau Pejabat l*vel 2. Pejabat-pejabat
tersebut memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola dan sumber
daya yang optimal, serta memastikan kolaborasi dan sinergitas pelalsanaan
tugas yang ada. Adapun mekanisme keq'a paska penyederhanaan struktur
organisasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

i. Tahapan Perencanaan

Tahapan perenc€rna€rn dimaksudkan untuk memastikan bahwa kineq'a
organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai
tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana kerja. Kegiatan yang dilaksanakan
pada tahapan perenc€rna€rn di antaranya:
a. Penyusunan dan penetapan pef anjian kine{a, perumusan strategi

pencapaian target kinerja serta penugas€rn Pejabat Pungsional dan
pelaksana di bawah koordinasi Pejabat l*vel 2 oleh Pejabat Level 1.

b. Perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pejabat Level
2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim ke{a
atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim.

c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian
target kinerja oleh Pejabat Fungsiona-l dan pelaksana.
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ii. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran
dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian:
a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan

pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.
b. Monitoring perkembangan dan pemberian ump€rn balik atas pelaksanaan

kegiatan oleh Pejabat l*vel 2 dan/atau Ketua Tim.
c. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Level 2.

iii. Tahapan Evaluasi

Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada
tahapan evaluasi adalah reviu atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau
individu oleh Pejabat l*vel 2 dan Pejabat tevel l. Pelaksanaan kegiatan
dinyatakan selesai setelah Pejabat Level 1 menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan dalam
gambar 3.
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B. Penyesuaian yang diperlukan uatuk mendukuag Mekaaisme KerJa di
lingkungan Pemerintah Proviasi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, irnplementasi peraturan dimaksud
membutuhkan beberapa penyesuaian, diantaranya:

1. Penentuan Kedudukan dan Penugaean PeJabat Fuagsloaal dan Pel,aksana
serta Peuerapaa Alur Mekanlsme Sistem Ke{a;

Penjelasan secara umum penyesuaian yang dilakukan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung untuk penyederhanaan birokrasi adalah Pejabat
Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Pejabat Penilai Kinerja. Pejabat Penilai Kine{a merupakan atasan
langsung dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana dengan ketentuan jabatan
paling rendah adalah Jabatan Pengawas atau jabatan lain yang diberi
pendelegasian wewenErng. Secara umum kedudukan Jabatan Fungsional dan
Pelalsana di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ditetapkan berada:

a. Unit Organisasi Sekretariat Daerah terdapat 3 (tfgaf permodelan
kedudukan, penugasan dan alur kinerJa.

lf Uait Organisasi Sekretariat Daerah dengan Kepala Biro Sebagai
Pejabat Penilai Klaerja.

1a) Kedudukan

Unit Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala Biro sebagai
Pejabat Penilai Kinerja.

PEJABAT
PENGAWAS

PEJABAT
PENGAWAS

XelotEpok rIf
dan pcLklarr

XcloEpol Jf
daa pclalt{a!

I(elottlpol Jf
d&n pelaLrana

XclorlrpoL Jf
da8 p€lellaEa

IIII
Gambar 4 :

S}:KRETARIS DAERAH

\sts'Il:\ s[l\l).\ \stsTti\ sEKt),\

KEPAI-1 I}IR() KEP.\l_..r tllRo
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Pada struktur diatas maka sebagian kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Biro
sebagai Pejabat Penilai Kinerja, Pelaksana dan sebagian Kelompok
Jabatan Fungsional lainnya berkedudukan di bawah Pejabat
Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah:
a) Biro Perekonomian;
b) Biro Administrasi Pembangunan; dan
c) Biro Kesej ahteraan Ralcyat;

1b) Penugasan

I

.t.
I

I

I

l

Kepala Biro Sebagai Pimpinan tlnit
Organisasi sekaligus Penilai Kinerja

PE.IABAT
PENGAWAS

PEJABAT
PENGAWAS

Kelompol Jf
dan pelalaana

I(clompok Jf
da! pcl,akleEa

Kelompol Jf
dan peleklatre

x.lompoL Jf
daa pclakaaaa

SI]KRETIRIS D-\I]R.\H

tl
\sls l E\ st.tKl)

L
KL]'\t. \ BtR() Kr:P.\t..\ tltR()

Gambar 5 : Struldur Penugasan pada Sekretariat Daerah dengan Kepala Biro sebagai Pejabat
Penilai Kine{a sekaligus Kepala Unit Organisasi.

Dalam struktur penugasan diatas, akan berlaku beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a) Sekretaris Daerah akan menetapkan kinerja Asisten Sekretaris

Daerah;
b) Asisten Sekretaris Daerah akan menetapkan kine{a Kepala Biro;
c) Kepala Biro akan memberikan penilaian kine{a sekaligus

memberikan penugasan bagi sebagian Pejabat Fungsional dan
Pelaksana sesuai dengan Kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan;

d) Pejabat Administrator akan menetapkan kinerja Pejabat Pengawas
serta memberikan penugasan dan Penilaian Kinerja bagi Pejabat
Pengawas, Pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional
dibawahnya;

,
I
I
I
I
I

\slst-t.\ st.:Kt).1
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e) Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Utama secara
definitif dan bukan melalui mekanisme pelibatan lintas Unit
Organisasi/Instansi, ma-ka Kepala Biro tidak berperan sebagai
Pejabat Penilai Kineda dan hanya berperan sebagai Pimpinan Unit
Organisasi yang memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional
tersebut, atas pelaksanaan tugas sebagai Pimpinan Unit
Organisasi tersebut Kepala Biro memberikan rekomendasi
penilaian kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama kepada Asisten
Sekretaris Daerah;

f) Pejabat Pengawas memberikan penilaian kineg'a bagi Pelaksana
dan sebagian Pejabat Fungsional yang berada dibawahnya;

g) Pola distribusi predikat kine{a pejabat fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Kepala Biro.

lc) Alur Mekanisme Kerja

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perenc:rna€rn dimulai dari Sekretaris Daerah yang
men5rusun dan menetapkan pe{anjian kinerja. Pe{anjian kine{a
tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten Sekretaris
Daerah sebagai penanggung jawab atas target kinerja tertentu.
Selanjutnya Asisten Sekretaris Daerah berdasarkan pe{anjian
kinerja yang telah ditetapkan dan dibagi oleh Sekretaris Daerah
alan membagr dan menunjuk Kepala Biro sebagai penanggung
jawab atas target kine{a tertentu. Asisten Sekretaris Daerah akan
memberi ara-l.an dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja tertentu kepada Kepala Biro. Atas
arahan tersebut Kepala Biro merumuskan strategi pelaksanaan
pencapaian target kinerja.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut
meliputi:
o Penentuan dalam pelalsanaan kegiatan guna melaksanakan

pencapaian target kinerj a yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

. Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanalan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/Pelaksana lintas unit organisasi/Instansi.
Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari unit organisasi/lnstansi
lain akan melalui proses permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana lintas unit organisasi/Instansi.

o Penentuan perlu atau tidaknya pembentukan Tim Kerja untuk
pelaksanaan kegiatan.



20-

Arahan dan ekspelrtasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja disampaikan Kepala Biro kepada Pejabat
Pengawas/Tim Kerj a/ Individu untuk diintervensi, arahan atas
ekspektasi pencapaian target kinerja tersebut menjadi dasar
penentuan target kinerja Pejabat Pengawas/Tim Ke{a/ Individu.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target kinerja
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Kepala Biro sebagai
pimpinan unit organisasi menugaskan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana guna membantu pelaksanaan tugas substansi Pejabat
Pengawas dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian
ekspelrtasi target kinerja Kepala Biro sesuai dengan jenjaag
jabatan yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Kepala Biro menyusun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian
target kinerja.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Pengawas,
Pejabat Fungsional atau pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan dengan
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun
sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat
Pengawas, Individu dan Tim Kerja. Adapun pelaksanaan kegiatan
Tim Kerja dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional/Pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi,
keahlian, dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional atau Pelaksana baik yang beke{a sebagai individu
maupun tim kerja berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait
dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait
sinkronisasi data, kebdakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak
terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan dan
pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara berkala atau sewal<tu-waktu oleh Kepala Biro dan/atau
Pejabat Pengawas/Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan Pelaksana
yang bekerja secara individu berkoordinasi dan melaporkan
perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala atau pada saat
ditemui permasalahan kepada Kepala Biro.



Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja yang
dipe{anjikan oleh Pejabat Pengawas / Pej abat Fungsional dan
Pelaksana baik yang bertugas secara indMdu ataupun tim kerja
harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kinerja
dari Kepala Biro. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai
dengan target, disampaikan kepada Kepala Biro oleh Pejabat
Pengawas, Ketua Tim dan Individu.

c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Kepala Biro meninjau hasil pelaksanaan
kegiatan Pej abat Pengawas / Tim Kerja / Individu. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang telah sesuai dengan target dan ekspektasi
disampaikan Kepala Biro kepada Asisten untuk ditinjau. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target ataupun
ekspektasi disampaikan oleh Asisten untuk ditinjau oleh
Sekretaris Daerah. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai
setelah Sekretaris Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan
dan dinyatakan telah sesuai dengan target dan ekspektasi yang
diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum
memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang
belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk
disesuaikan kembali, secara berjenjang berdasarkan level struktur
organisasi.
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2f Unit Orgaalsasl Sekretarlat Daerah dengan Kepala Biro Plmplnan
Ualt Organlsasi dan PeJabat Adminlstrator sebagai Penilai KinerJa.

2a) Kedudukan

Unit Organisasi Selcetariat Daerah dengan Kepala Biro sebagai Pimpinan Unit
Organisasi dan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinetja.

Pada strulrtur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai
Pejabat Penilai Kineda.

Unit Organisasi yang menerapkErn penggambaran tersebut
adalah:
a) Biro Hukum;
b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
c) Biro Organisasi;
d) Biro Administrasi Pimpinan;
e) Biro Umum.
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2b) Penugasan
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Gambar 7 Strukur Penugasan pada Selretaiiat Daerah dengan Kepala Biro sebagai Kepala Unit
Organisasi darr Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kineda.

Dalam struktur penugasan diatas, akan berlaku beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a) Sekretaris Daerah akan menetapkan kinerja Asisten;
b) Asisten akan menetapkan kinerja Kepala Biro;
c) Kepala Biro akan menetapkan kine{a Pejabat Administrator;
d) Kepala Biro akan memberikan penilaian kinerja bagi Pejabat

Administrator dan Sebagian Pejabat Fungsional;
e) Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi

membutuhkan keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang
Ahli Utama secara definitif dan bukan melalui mekanisme
pelibatan lintas unit organisasi/Instansi, maka Kepala Biro
tidak berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan hanya
berperan sebagai Pimpinan Unit Organisasi yang memberikan
penugasan bagi Pejabat Fungsional tersebut, atas pelaksanaan
tugas sebagai Pimpinan Unit Organisasi tersebut Kepala Biro
memberikan rekomendasi penilaian kinerja Pejabat Fungsional
Ahli Utama kepada Asisten Sekretaris Daerah;



f) Pejabat Administrator tidak dapat memberikan penugasan
kepada Pejabat Fungsional Ahli Utama, n€unun apabila
dibutuhkan maka Kepala Biro dapat mendelegasikan
kewenangan pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional Ahli
Utama kepada Pejabat Administrator;

g) Setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk
mengelola kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama. Pejabat
Administrator mengintegrasikan Pejabat Fungsiona-l dalam
penugasan baik secara Tim Ke{a maupun Individu, atas
pengelolaan kine{a Pejabat Administrator menl'usun bahan
pemberian rekomendasi penilaian kinerja Pejabat Fungsional
Ahli Utama kepada Kepala Biro;

h) Pejabat Administrator yang dibawahnya masih ada Pejabat
Pengawas maka akan menetapkan kine{a Pejabat Pengawas
serta memberikan penugasan dan Penilaian Kinerja bagi
Pejabat Pengawas, Pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional
dibawahnya;

i) Pejabat Administrator yang dibawahnya tidak ada Pejabat
Pengawas, memberikan penugasan dan Penilaian Kine{a bagi
Pelaksana dan Pejabat Fungsional dibawahnya;

j) Pejabat Pengawas memberikan penilaian kinerja bagi
pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional yalg berada
dibawahnya.

k) Pola distribusi predikat kine{a Pejabat Fungsional dan
Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Biro;

2c) Alur Mekanisme Keda

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah yang
menJrusun dan menetapkan pe{anjian kine{a. Perjanjian kinerja
tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten sebagai
penanggungjawab atas target kinerja tertentu. Selanjutnya Asisten
berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan dibagi
oleh Sekretaris Daerah akan membagi dan menunjuk Kepala Biro
sebagai penanggung jawab atas target kine{a tertentu. Kemudian
atas pembagian tugas dari Asisten maka Kepala Biro akan
mendelegasikan sekaligus membagi tanggung jawab sebagai
koordinator pelaksanaan target kinerja tertentu dimaksud kepada
Pejabat Administrator bagi Biro yang masih memiliki Pejabat
Administrator. Kepala Biro memberi arahan dan koordinasi untuk
pelaksanaan kegiatan dan ekspektasi pencapaian target kinerja
tertentu kepada Pejabat Administrator. Atas arahan dari Kepala
Biro tersebut kemudian Pejabat Administrator merumuskan
strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja baik yang
dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas ataupun Pejabat Fungsional
dan Pelaksana.
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Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut
meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatErn guna melaksanakan

pencapaian target kinerja yartg dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kine{a apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/Pelaksana lintas Unit Organisasi/instansi.
Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari Unit Organisasi/
Instansi lain akan melalui proses permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi.

o Penentuan perlu atau tidaknya pembentukan Tim Kerja untuk
pelaksanaan kegiatan.

Arahan dan ekspelrtasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kine{a disampaikan Pejabat Administrator
kepada Pejabat Pengawas/Tim Ke{a/ Individu untuk diintervensi,
arahan atas ekspektasi pencapaian target kinerja tersebut menjadi
dasar penentuan target kinerja Pejabat Pengawas/Tim
Kerja/Individu.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target kinerja
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator
sebagai Pimpinan Unit Organisasi menugaskan dan melaksanakan
distribusi Pejabat Fungsional dan Pelaksana guna membantu
pelaksanaan tugas substansi Pejabat Pengawas dalam
melaksanakan kegiatan dan pencapaian ekspektasi target kineda
Pej abat Administrator.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsiond dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim ke{a bersama Pejabat Administrator
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerj a.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari peny.usunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Pengawas,
Pejabat Fungsional atau Pelaksana. Penyusunan rincial
pelalsanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan dengan
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun
sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat
Pengawas, Individu dan Tim Ke{a. Adapun pelaksanaan kegiatan
oleh Tim Kerja dilaksanakan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
sesuai perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.



-26-

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional atau Pelaksana baik yang bekeq'a sebagai individu
maupun tim ke{a berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait
dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak
terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan dan
pemberian umpErn balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat Administrator
dan/atau Pejabat Pengawas/Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan
Pelaksana yang beke{a secara individu berkoordinasi dan
melaporkan perkembangan pelalsanaan tugas secara berkala atau
pada saat ditemui permasalahan kepada Pejabat Administrator.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kineda yang
dipe{anjikan oleh Pejabat Pengawas / Pej abat Fungsional dan
Pelaksana baik yang bertugas secara individu ataupun tim kerja
harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kine{a
dari Pejabat Administrator. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah
sesuai dengan target, disampaikan kepada Pejabat Administrator
oleh Pejabat Pengawas, Ketua Tim dan Individu.

c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatal Pej abat Pengawas /Tim Ke{ a/ Individu. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target dan
ekspektasi disampaikan Pejabat Administrator kepada Kepala Biro
untuk ditinjau. Selanjutnya Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah
sesuai dengan target dan ekspektasi alan disampaikan Kepala
Biro kepada Asisten untuk ditinjau. Hasil pelaksanaan kegiatan
yang sudah sesuai dengan target dan ekspektasi akan
disampaikan oleh Asisten untuk ditinjau oleh Sekretaris Daerah.
Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris
Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan
telah sesuai dengan target dan ekspektasi yang diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaal kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan peke{aan yang belum
memenuhi target dan ekspelrtasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang
belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk
disesuaikan kembali, secara berjenjang berdasarkan level struktur
organisasi.



PEJABAT
ADMINISTRATOR

PEJABAT
ADMINISTRATOR

PEIABAT
PENGAWAS

NelompoL Jf
den pclaLrena

Xelompok Jf
dan pelsklana

Nelompok Jf
dan pelaklarra

X€lompot Jf
den pehkrene

\sl st t.:\ \IlKl) \ \sts Il:\ sEKt),\

KUP,\1.1 BIR() KIaPAI- \ tllR()

II
]I
LT I

IIITIII

lr_arIIr
IIT!III

ttrrtrt
r
T

II

-27 -

Gambar 8 : Unit Organisasi yang dipimpin oleh Sebetaris Daerah dengan Kepala Biro sebagai
Kepala Unit Organisasi dan Pejabat Adminislrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada strukhrr diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Kepala Biro dan Pejabat
Administrator sesuai dengan jenjangnya.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut
adalah BAo Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

3f Unit Organisasi Sekrctarlat Daerah dengan Kepala Biro sebagai
Plmplnan Unlt Organisasi dan PeJabat Penllai Klnetja, PeJabat
Admlnlstrator sebagai PeJabat Penllal KiaerJa.

3a) Kedudukan
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3b) Penugasan

'i---------- I
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Struktur Penugasan pada Selcetariat Daerah dengan Kepala Biro sebagai Pimpinan
Unit Organisasi sekaligus Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator sebagai
Pejabat Penilaj Kinelja.

Dalam struktur penugasan diatas, akan berlaku beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a) Sekretaris Daerah akan menetapkan kine{a Asisten;
b) Asisten akan menetapkan kinerja Kepala Biro;
c) Kepala Biro akan menetapkan kinerja Pejabat Administrator;
d) Kepala Biro sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit

Organisasi akan memberikan penugasan dan penilaian kine{a
bagi Pejabat Administrator, sebagian Pejabat Fungsional dan
pelaksana;

e) Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Utama secara
definitif dan bukan melalui mekanisme pelibatan lintas unit
organisasi/Instansi, maka Kepala Biro tidak berperan sebagai
Pejabat Penilai Kinerja dan hanya berperan sebagai Pimpinan Unit
Organisasi yang memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional
tersebut, atas pelaksanaan tugas sebagai Pimpinan Unit
Organisasi tersebut Kepala Biro memberikan rekomendasi
penilaian kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama kepada Asisten
Sekretaris Daerah;

Gambar 9
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f) Pejabat Administrator tidak dapat memberikan penugasan kepada
Pejabat Fungsiona-l Ahli Utama, namun apabila dibutuhkan maka
Kepala Biro dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan
kinerja Pejabat Fungsional Ahli Utama kepada Pejabat
Administrator;

g) Setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk mengelola
kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama. Pejabat Administrator
mengintegrasikan Pejabat Fungsional dalam penugasan baik
secara Tim Kerja maupun Individu, atas pengelolaan kinerja
Pejabat Administrator menJrusun bahan pemberian rekomendasi
penilaian kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama kepada Kepala
Biro;

h) Pejabat Administrator yang dibawahnya masih ada Pejabat
Pengawas maka akan menetapkan kine{a Pejaba Pengawas serta
memberikan penugasan dan Penilaian Kinerja bagi Pejabat
Pengawas, Pelaksana dan sebagian Pejabat F\ngsional
dibawahnya;

i) Pejabat Administrator yang dibawahnya tidak ada Pejabat
Pengawas, memberikan penugasan dan Peni-laian Kine{a bagi
Pelaksana dan Pejabat Fungsional dibawahnya;

j) Pejabat Pengawas memberikan penilaian kineq'a bagi Pelaksana
dan sebagian Pejabat Fungsional yang berada dibawahnya.

k) Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Kepala Biro;

3c) Alur Mekanisme Kerja

a) Kepala Biro sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi.

al) Tahap Perencanaan

Tahapan perencana€rn dimulai dari Sekretaris Daerah
yang men5rusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Pe{anjian
kine{a tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten
sebagai penanggung jawab atas target kinerja tertentu.
Selanjutnya Asisten berdasarkan perjanjian kinerja yalg telah
ditetapkan dan dibagi oleh Sekretaris Daerah akan membagi
dan menunjuk Kepala Biro sebagai penanggung jawab atas
target kinerja tertentu. Asisten akan memberi arahan dan
koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target
kinerja tertentu kepada Kepala Biro. Atas arahan tersebut
Kepala Biro merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian
target kinerja.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut
meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan

pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;
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. Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/Pelaksana lintas Unit Organisasi/
instansi. Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan
pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari Unit
Organisasi/Instansi lain akan melalui proses permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas Unit
Organisasi/ Instansi.

o Penentuan perlu atau tidalnya pembentukan Tim Kerja
untuk pelaksanaan kegiatan.

Arahan dan ekspektasi terhadap pelaksanaan kegiatan
dan pencapaian target kine{a disampaikan Kepala Biro kepada
Tim Kerja/Individu untuk diintervensi, arahan atas ekspektasi
pencapaian target kinerja tersebut dan menjadi dasar
penentuan target kinerja Tim Kerja/Individu.

Pada tahapan terakhir dari proses perencana€rn, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara individu
maupun tim kerja bersama Kepala Biro menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target
kinerja.

a2) Tahap Pelaksalaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Tim Ke{a/Individu.
Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelalsanaan kegiatan
dan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan
kegiatan dilakukan Individu dan Tim Kerja. Adapun
pelaksanaan kegiatan oleh Tim Ke{a dilaksanakan Pejabat
Fungsional/Pelaksana sesuai perannya. Pembagr€rn peran
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau
keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik yang bekerja sebagai individu maupun tim kerja
berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi
data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada
hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan dan
pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Kepala Biro dan/atau
Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja
secara individu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan tugas secara berkala atau pada saat ditemui
permasalahan kepada Kepala Biro.
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Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja yang
diperjanjikan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang
bertugas secara individu ataupun tim ke{a harus
menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kine{a
dari Kepala Biro. Hasil pelaksanaan kegiatan yang suda-h
sesuai dengan target, disampaikan kepada Kepala Biro oleh
Ketua Tim dan Individu.

a3) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Kepala Biro meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan Tim Kerja/lndividu. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang telah sesuai dengan target dan ekspektasi
disampaikan Kepala Biro kepada Asisten untuk ditinjau. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target dan
ekspekasi disampaikan oleh Asisten untuk ditinjau oleh
Sekretaris Daerah. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai
setelah Sekretaris Daerah menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang
diharapkannya.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan
kegiatan, dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang
belum memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan
kegiatan yang belum sesuai dengan target dan ekspektasi
dikembalikan untuk disesuaikan kembali, secara berjenjang
berdasarkan level struktur organisasi.

b) Kepala Biro sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan
Unit Organisasi dan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai
Kine{a.

b1) Tahap Perencanaan

Tahapan perenc€rnaan dimulai dari Sekretaris Daerah
yang menyusun dan menetapkan pe{anjian kineg'a. Perjanjian
kine{a tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten
sebagai penanggung jawab atas target kinerja tertentu.
Selanjutnya Asisten berdasarkan perjanjian kineg'a yang telah
ditetapkan dan dibagi oleh Sekretaris Daerah akan membagi
dan menunjuk Kepala Biro sebagai penanggung jawab atas
target kinerja tertentu. Kemudian atas pembagian tugas dari
Asisten maka Kepala Biro akan mendelegasikan sekaligus
membagi tanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan
target kinerja tertentu dimaksud kepada Pejabat Administrator
bagi Biro yang masih memiliki Pejabat Administrator. Kepala
Biro memberi arahan dal koordinasi untuk pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian target kinerja tertentu kepada Pejabat
Administrator. Atas arahan dari Kepala Biro kemudian Pejabat
Administrator merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian
target kinerja baik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas
ataupun Pejabat F\rngsional dan Pelaksana.



-32-

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut
meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan

pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/Pelaksana lintas Unit Organisasi/
Instansi. Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan
pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari Unit
Organisasi/Instansi lain akan melalui proses permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas Unit
Organisasi/ Instansi;

r Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja
untuk pelaksanaan kegiatan.

Arahan dan ekspektasi terhadap pelaksanaan kegiatan
dan pencapaian target kine{a disampaikan Pejabat
Administrator kepada Pejabat Pengawas/Tim Ke{a/Individu
untuk diintervensi, arahan atas ekspektasi pencapaian target
kinerja tersebut dan menjadi dasar penentuan target kine{a
Pejabat Pengawas/Tim Ke{a/Individu.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target
kinerja dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat
Administrator sebagai pimpinan unit organisasi menugaskan
dan melaksanakan distribusi Pejabat Fungsional dan
Pelaksana guna membantu pelaksanaan tugas substansi
Pejabat Pengawas dalam melaksanakan kegiatan dan
pencapaian ekspektasi target kinerja Pejabat Administrator.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat
Administrator menJ,llsun rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b2) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Pengawas,
Pejabat Flngsional atau Pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan
dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah
disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh
Pejabat Pengawas, Individu dan Tim Kerja. Adapun
pelaksanaan kegiatan oleh Tim Ke{a dilaksanakan Pejabat
Fungsional dan Pelaksana sesuai perannya. Pembagiaa peran
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau
keterampilan.
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Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Pengawas,
Pejabat Fungsional atau Pelaksana baik yang bekerja sebagai
individu maupun tim kerja berkolaborasi dengan semua pihak
yang terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi
tidak terbatas pada halhal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktuwaktu oleh
Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas/ Ketua Tim.
Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang beke{a secara individu
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
tugas secara berkala atau pada saat ditemui permasa.lahan
kepada Pejabat Administrator.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kine{a yang
diperjanjikan oleh Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik yang bertugas secara individu ataupun tim
kerja harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi
target kine{a dari Pejabat Administrator. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan
kepada Pejabat Administrator oleh Pejabat Pengawas, Ketua
Tim dan Individu.

b3) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau
hasil pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengawas/Tim Kerja/
Individu. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan
target dan ekspektasi disampaikan Pejabat Administrator
kepada Kepala Biro untuk ditinjau. Selanjutnya Hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target dan
ekspeh:tasi akan disampaikan Kepala Biro kepada Asisten
untuk ditinjau. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai
dengan target dan ekspektasi akan disampaikan oleh Asisten
untuk ditinjau oleh Sekretaris Daerah. Pelalsanaan kegiatan
dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah menerima hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan
target dan ekspektasi yang diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan
kegiatan, dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang
belum memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan
kegiatan yang belum sesuai dengan target dan ekspektasi
dikembalikan untuk disesuaikan kembali, secara berjenjang
berdasarkan level struktur organisasi.
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b. Unlt Organisasi Perangkat Daerah dengaa PeJabat Level I adalah PeJabat
Plmpinan Tfrggi Pratama den Pejabat Level II sebagal PeJabat Peailai
Kinerja terdapat 4 (empatf permodelan keduduLan, perugasan dan alur
kinerJa.

1, Unit Organisasl PerangLat Daerah Permodelan ke 1 (satuf .

1) Kedudukan

Gambal l0 Unit Organisasi Perangkat Daerah Peraodelar ke 1 (satu) denga4 Pejabat Level I
adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sekaligus Pimpinan Unit Organisasi adapun
Pejabat Adrniristrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai Pejabat
Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah:
a) Dinas Perhubungan;
b) Satuan Polisi Pamong Praja;
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2) Penugasan

Pejabar Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai Pimpinan Unit Organisasi

Pejabat Administrator
S€bagai Pejabat Penilai

Kinerja

Gambar I l: Struktur penugasan Permodelan ke 1 (satu) pada Unit Organisasi Perangkat
Daerah dengan dua level struktur, dimana Pejabat kvel ll sebagai Pejabat Penilai
Kine{a.

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a) Pejabat level 1 akal menetapkan kine{a Pejabat Level II sekaligus
sebagai Pejabat Penilai Kineda Pejabat l,evel II 6.11 ssbagran Pej abat
Fungsional;

b) Pejabat Level II akan menetapkan kinerja Pejabat Level Ill/Pejabat
Pengawas serta memberikan penugasan dan Penilaian Kine{a bagi
Pejabat Level Ill/Pejabat Pengawas, pelaksana dan sebagian Pejabat
Fungsional dibawahnya;

c) Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madya pada unit organisasi,
maka Pejabat level II tidak berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja
namun hanya memberikan penugasan, adapun Pejabat Penilai Kinerja
bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama dengan rekomendasi penilaian berasal dari Pejabat
Administrator;

d) Apabila dalam pencapaian target kineq'a organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Utama secara
definitif dan bukan melalui mekanisme pelibatan lintas Unit
Organisasi/Instansi, maka Pejabat Level II tidak berperal sebagai
Pejabat Penilai Kine{a sekaligus tidak dapat memberikan penugasan
bagi Pejabat Fungsional tersebut;

e) Penugasan sekaligus penilaian kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli
Utama dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai
Pejabat Level I, penugas€rn tersebut sekaligus disertai pendelegasian
kewenangan pengelolaan kine{a Pejabat Fungsional tersebut kepada
Pejabat Administrator;
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f) Setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk mengelola
kinerja Pejabat Fungsional Ahli Utama. Pejabat Administrator
mengintegrasikan pejabat Fungsional dalam penugasan baik secara
Tim Keda maupun Individu didalam Unit Organisasi yang dipimpinnya,
atas pengelolaan kinerja Pejabat Administrator men5rusun rekomendasi
penilaian kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Level I;

g) Pejabat Level Ill/Pejabat Pengawas memberikan penilaian kine{a bagi
Pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional yang berada dibawahnya.

h) Pola distribusi predikat kine{a Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat Level I;

3) Alur Mekanisme Kerja

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama menlrusun dan menetapkan pe{anjian kinerja. Perjanjian
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian
tanggung jawab pencapaian target kine{a tertentu kepada Pejabat
Administrator. Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama akan
memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kine{a bersama. Atas arahan tersebut kemudian
Pejabat Administrator merumuskan strategi pencapaian target
kinerjanya.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melalsanakan

pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional
dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan dalam bentuk Tim
Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional/Pelaksana lintas Unit Organisasi/ Instansi. Penyelesaian
target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dari Unit Orgalisasi/Instansi lain akan melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas Unit
Organisasi/ Instansi.

o Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja untuk
pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target kinerja
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator sebagai
Pimpinan Unit Organisasi menugaskan dan melaksanakan distribusi
Pejabat Fungsional dan Pelaksana guna membantu pelaksanaal tugas
substansi Pejabat Pengawas dalam melaksanakan kegiatan dan
pencapaian ekspektasi target kinerja Pejabat Administrator.

-36-
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Arahan dal ekspektasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja disampaikan Pejabat Administrator kepada
Pejabat Pengawas/Tim Kerja/Individu untuk diintervensi. Arahan atas
ekspektasi target kine{a tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan
target kinerja Pejabat Pengawas/ Tim Ke{ a/ Individu.

Pada Tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara
individu maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator menyusun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target
kine{a.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penJrusunErn rincian
pelaksanaan kegiatan. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah
disusun pada tahapan perenc€rnaan oleh Pejabat Pengawas, Individu,
Tim Ke{a atau Ketua Tim. Selanjutnya bagr pela}sanaan kegiatan yang
dilakukan oleh tim keda dilakukan pembagian peran bagi anggota tim.
Pembagian peran anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi,
keahlian dan/ atau keterampilan.

Dalam melaksana}an kegiatan, Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas
pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian
umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau Pejabat
Pengawas/Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja
secara individu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan tugas secara berkala atau pada saat ditemui
permasalahan kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja yang
diperjanjikan oleh Pejabat Pengawas / Pej abat Fungsional dan Pelaksana
baik yang bertugas secara Individu ataupun Tim Kerja harus
menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kinerja dari Pejabat
Administrator. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan
target disampaikan kepada Pejabat Administrator oleh Pejabat
Pengawas, Individu atau Ketua Tim.
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c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas/Tim
Keda/Individu. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan
target dan ekspelrtasi disampaikan oleh Pejabat Administrator kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk ditinjau. Pelal<sanaan kegiatan
dinyatakan selesai setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target
dan ekspektasi yang diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum memenuhi
target dan ekspelrtasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai
dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk disesuaikan kembali,
secara berjenjang berdasarkan level struktur organisasi.
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2. Untt Organisasi Perangkat Daerah Permodelan ke 2 (duaf .

1) Kedudukan

Gambar 12 : Unit Organisasi Perangkat Daerah Permodelan ke 2 (dua) dengan Pejabat t€vel I
adalah Pejabat Pimpirrarr Tinggi Pratama sekaligus Pimpinan Unit Organisasi adapun
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kineda.

Pada struktur diatas mal<a kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai Pejabat
Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah:
a. Dinas Bina Marga dan Bina Kostruksi;
b. Dinas Tenaga Kera;
c. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
d. Dinas Kesehatan.
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2) Penugasan

Pejabat Administrator Seba$i
Pejabar Penilai Kinerja

Gambar 13: Struktur penugasan Perrnodelan ke 2 (dua) pada Unit Organisasi Perangkat
Daerah dengan dua level struldur, dimarta Pejabat L€vel lI sebagai Pejabat Penilai
Kinerja-

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a) Pejabat level 1 akan menetapkan kinerja Pejabat Level II sekaligus
sebagai Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Level II dan sebagian Pejabat
Fungsional;

b) Pejabat l,evel II akan menetapkan kinerja Pejabat Level Ill/Pejabat
Pengawas serta memberikan penugasan dan Penilaian Kinerja bagi
Pejabat Level Ill/Pejabat Pengawas, pelaksana dan sebagian Pejabat
Fungsional dibawahnya;

c) Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madya pada unit organisasi,
maka Pejabat level II tidak berperan sebagai Pejabat Penilai Kine{a
namun hanya memberikan penugasan, adapun Pejabat Penilai Kinerja
bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama dengan rekomendasi penilaian berasal dar-i Pejabat
Administrator;

d) Apabila dalam pencapaian target kine{a organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Utama secara
definitif dan bukan melalui mekanisme pelibatan lintas Unit
Organisasi/Instansi, maka Pejabat Level II tidak berperan sebagai
Pejabat Penilai Kinerja sekaligus tidak dapat memberikan penugas€rn
bagi Pejabat Fungsional tersebut;

e) Penugasan sekaligus penilaian kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli
Utama dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pratama sebagai
Pejabat Level I, penugasan tersebut sekaligus disertai pendelegasian
kewenangan pengelolaan kineq'a Pejabat Fungsional tersebut kepada
Pejabat Administrator;
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f) Setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk mengelola
kinerja Pejabat Fungsional Ahti Utama. Pejabat Administrator
mengintegrasikan pejabat Fungsional dalam penugasan baik secara
Tim Kerja maupun Individu didalam unit organisasi yang dipimpinnya,
atas pengelolaan kine{a Pejabat Administrator menJrusun rekomendasi
penilaian kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Level I;

g) Pejabat Level Ill/Pejabat Pengawas memberikan penilaian kine{a bagi
Pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional yang berada dibawahnya.

h) Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsionai dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat l,evel I;

3) AIur Mekanisme Kerja

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perencErnazrn dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama menyusun dan menetapkan pe{anjian kinerja. Perjanjian
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian
tanggung jawab pencapaian target kinerja tertentu kepada Pej abat
Administrator. Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama akan
memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja bersama. Atas arahan tersebut kemudian
Pejabat Administrator merumuskan strategi pencapaian target
kinerjanya.
Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan

pencapaian target kine{a yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional
dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan dalam bentuk Tim
Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional/Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi. Penyelesaian
target kineq'a yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dari Unit Organisasi/ Instansi lain akan melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas Unit
Organisasi/ Instansi.

r Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja untuk
pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target kineda
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator sebagai
pimpinan unit organisasi menugaskan dan melaksanakan distribusi
Pejabat Fungsional dan Pelaksana guna membantu pelaksanaan tugas
substansi Pejabat Pengawas dalam melaksanakan kegiatan dan
pencapaian ekspektasi target kinerja Pejabat Administrator.
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Arallan dan ekspektasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja disampaikal Pejabat Administrator kepada
Pejabat Pengawas/Tim Ke{a/Individu untuk diintervensi. Arahan atas
ekspektasi target kinerja tersebut dijadikan sebagai dasar pen5,'usunan
target kinerj a Pej abat Pengawas /Tim Ke{a/ Individu.

Pada Tahapan terakhir dari proses perencanazrn, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara
individu maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator menJrusun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target
kine{a.

b) Tahap Pelal<sanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penlrusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Penl'usunan rincian pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah
disusun pada tahapan perencanaan oleh Pejabat Pengawas, Individu,
Tim Kerja atau Ketua Tim. Selanjutnya bagr pelalsanaan kegiatan yang
dilakukan oleh tim kerja dilalrukan pembagian peran bagi anggota tim.
Pembagian peran anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi,
keahlian dan/ atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas
pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian
umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh pejabat Administrator dan/atau pejabat
Pengawas/Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja
secara individu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan tugas secara berkala atau pada saat ditemui
permasalahan kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja yang
diperjanjikan oleh Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional dan Pelaksana
baik yang bertugas secara individu ataupun tim kerja harus
menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kinerja dari Pejabat
Administrator. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan
target disampaikan kepada Pejabat Administrator oleh Pejabat
Pengawas, Individu atau Ketua Tim.
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c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas/Tim
Kerja/Individu. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan
target darr ekspektasi disampaikan oleh Pejabat Administrator kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk ditinjau. Pelal<sanaan kegiatal
dinyatakan selesai setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target
dan ekspektasi yang diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum memenuhi
target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai
dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk disesuaikan kembali,
secara berjenjang berdasarkan level struktur organisasi.
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3. Unlt Organisasi Pemngkat Daerah Permodelan he 3 (tigaf .

1)Kedudukan

Gambar 14 :

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai Pejabat
Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah:
a. Inspelrtorat;
b. Sekretariat DPRD;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Badan Kepegawaian Daerah;
e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f. Badan Pendapatan Daerah;
g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Badal Kesatuan Bangsa dan Potitik;
j. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
k. Dinas Perternalan dan Kesehatan Hewan;
l. Dinas Perkebunan;
m. Ketahatanan Pangan, Talaman Pangan dan Hortikultura;
n. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
r. Dinas Lingkungan Hidup;
s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
t. Dinas Perumalran, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
u. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
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Pejabat Ad&inistrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
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v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Dinas Kehutanan;
x. Dinas Kelautan dan Perikanal;
y. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
z. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
aa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
bb. Dinas Sosial;
cc. Pendidikan dan Kebudayaan-

2) Penugasan

Pejabat Admidstmtor
Sebagai Pejabat Penilai

Kinerja

Gambar 15 Struktur penugasan Permodelan ke 3 (tiga) pada Unit Organisasi Perangkat
Daerah dengan dua level struktur, dioana Pejabat l,evel II sebagai Pqjabat Penilai
Kinerj a.

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a) Pejabat level 1 akan menetapkan kinerja Pejabat l,evel II sekaligus
sebagai Pejabat Penilai Kine{a Pejabat Level II dan sebagian Pejabat
Fungsional;

b) Pejabat tevel II yang dibawahnya masih terdapat Pejabat Level
Ill/Pejabat Pengawas maka alan menetapkan kinerja Pejabat L,evel
Ill/Pejabat Pengawas serta memberikan penugasan dan penilaian
Kinerja bagi Pejabat Level Ill/Pejabat Pengawas, Pelaksana dan
sebagian Pejabat Fungsional dibawahnya;

c) Pejabat l,evel II yang dibawahnya tidak terdapat pejabat Level
Ill/Pejabat Pengawas maka alcan memberikan penugasan dan
Penilaial Kinerja bagi Pelaksana dan sebagian pejabat Fungsional
dibawahnya;
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d) Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madya pada unit orga-nisasi,
mal<a Pejabat level II tidak berperan sebagai Pejabat Penilai Kine{a
narnun hanya memberikan penugasan, adapun Pejabat Penilai Kine{a
bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama dengan rekomendasi penilaian berasal dari Pejabat
Administrator;

e) Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Utama secara
defrnitif dan bukan melalui mekanisme pelibatan lintas Unit
Organisasi/Instansi, maka Pejabat Level II tidak berperan sebagai
Pejabat Penilai Kine{a sekaligus tidak dapat memberikan penugasan
bagi Pejabat Fungsional tersebut;

f) Penugasan sekaligus penilaian kine{a bagi Pejabat Fungsional Ahli
Utama dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai
Pejabat Level I, penugasan tersebut sekaligus disertai pendelegasian
kewenangan pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional tersebut kepada
Pejabat Administrator;

g) Setelah mendapatkan pendelegasian kewenalgan untuk mengelola
kinerja Pejabat Fungsiona-l Ahli Utama. Pejabat Administrator
mengintegrasikan Pejabat Fungsional dalam penugasan baik secara
Tim Kerja maupun Individu didalam unit organisasi yang dipimpinnya,
atas pengelolaan kine{a Pejabat Administrator menJrusun
rekomendasi penilaian kinerja Pejabat Fungsional Ahli Utama kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat kvel I;

h) Pejabat l,evel Ill/Pejabat Pengawas memberikan penilaian kinerja bagi
Pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsiona-l yang berada dibawahnya;

i) Pola distribusi predikat kine{a Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat kvel I.

3) Alur Mekanisme Kerja

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perencErna€rn dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama menJrusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Perjanjian
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian
tanggung jawab pencapaian target kinerja tertentu kepada Pejabat
Administrator. Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama akan
memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja bersama. Atas arahan tersebut kemudian
Pejabat Administrator merumuskan strategi pencapaian target
kinerjanya.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melalsanakan

pencapaian target kineg'a yang dilaksanakan oleh pejabat F\rngsional
dan pelaksana dilaksanakan melalui penugasan dalam bentuk Tim
Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan pejabat
Fungsional/Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi. penyelesaian
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target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dari Unit Organisasi/Instansi lain akan melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas Unit
Organisasi/ Instansi.
Penentuan perlu atau tidalnya penunjuka-n ketua Tim Kerja untuk
pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target kinerja
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator sebagai
Pimpinan Unit Organisasi menugaskan dan melaksanakan distribusi
Pejabat Fungsional dan Pelaksana guna membantu pelaksanaan tugas
substansi Pejabat Pengawas dalam melaksanakan kegiatan dan
pencapaian ekspektasi target kinerja Pejabat Administrator.

Arahan dan ekspektasi terhadap pelalsanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja disampaikan Pejabat Administrator kepada
Pejabat Pengawas/Tim Keq'a/ Individu untuk diintervensi. Arahan atas
ekspelrtasi target kinerja tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan
target kinerja Pejabat Pengawas/Tim Kerja/ Individu.

Pada Tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara
individu maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator menJrusun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target
kinerja.

b) Tahap Pelalsanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Penltrsunan rincian pelaksalaan kegiatal
dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah
disusun pada tahapan perencanaan oleh Pejabat Pengawas, Individu,
Tim Ke4'a atau Ketua Tim. Selanjutnya bagi pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh tim kerja dilakukan pembagian peran bagi anggota tim.
Pembagian peran anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi,
keahlian dan/ atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Pengawas, pejabat
Fungsional dan Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas
pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian
umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh pejabat Administrator dan/atau pejabat
Pengawas/Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bekerja
secara individu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan tugas secara berkala atau pada saat ditemui
permasalahan kepada Pimpinan Unit Organisasi.
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Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja yang
dipe{anjikan oleh Pejabat Pengawas / Pej abat Pungsional dan Pela}sana
baik yang bertugas secara individu ataupun tim kerja harus
menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kine{a dari Pejabat
Administrator. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan
target disampaikan kepada Pejabat Administrator oleh Pejabat
Pengawas, Individu atau Ketua Tim.

c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas/Tim
Kerja/Individu. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan
target dan ekspektasi disampaikan oleh Pejabat Administrator kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan
dinyatakan selesai setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target
dan ekspektasi yang diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum memenuhi
target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai
dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk disesuaikan kembali,
secara berjenjang berdasarkan level struktur organisasi.
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4. Untt Organisaei Perangkat Daerah Permodel,an ke 4 leapatl.
1) Kedudukan

Gambar 16: Uoit Organisasi Perargkat Daerah Permodelan ke 4 (empat) dengan Pejabat lavel
I adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sekaligus Pimpinan Unit Organisasi
adapu! Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Pada strultur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai Pejabat Level I dan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level II
sesuai dengan jenjangnya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat
Administrator berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
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2) Penugasan

I
I
I
I
I
I

Pejabat Level I Sebagai Kepala Unit
Organisasi sekaligus Penilai Kinerja

Pejabat Level tr Sebagai Penilai
Kinerja

Gambar 17 Struktur penugasan Permodela! ke 4 (empat) pada Unit Organisasi Perangkat
Daerah dengan dua level struktur, dimana Pejabat I-evel ll sebagai Pejabat Penilai
Kinef a.

Dalam struktur penugasan diatas akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:
a) Pejabat level I akan menetapkan kinerja Pejabat Level II sekaligus

sebagai Pejabat Penilai Kine{a Pejabat level II dan sebagian Pejabat
Fungsional;

b) Pejabat kvel II akan menetapkan kinerja Pejabat Level Ill/Pejabat
Pengawas serta memberikan penugasan dan Penilaian Kinerja bagi
Pejabat l,evel Ill/Pejabat Pengawas, Pelaksana dan sebagian Pejabat
Fungsional dibawahnya;

c) Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madya pada unit organisasi,
maka Pejabat level II tidak berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja
namun hanya memberikan penugasan, adapun Pejabat Penilai Kinerja
bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama dengan rekomendasi penilaian berasal dari Pejabat
Administrator;

d) Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Utama secara
definitif dan bukan melalui mekanisme pelibatan lintas unit
organisasi/instansi, maka Pejabat l,evel II tidak berperan sebagai
Pejabat Penilai Kinerja sekaligus tidak dapat memberikan penugasan

bagi Pejabat Fungsional tersebut;
e) Penugasan sekaligus penilaian kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli

Utama dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai

Pejabat Level I, penugasan tersebut sekaligus disertai pendelegasian
kewenangan pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional tersebut kepada
Pej abat Administrator;

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I



-51 -

f) Setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk mengelola
kinerja Pejabat Fungsional Ahli Utama. Pejabat Administrator
mengintegrasikan pejabat Fungsional dalam penugasan baik secara
Tim Keda maupun Individu didalam unit organisasi yang dipimpinnya,
atas pengelolaan kinerja Pejabat Administrator menJrusun rekomendasi
penilaian kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama kepada Pej abat
Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Level I;

g) Pejabat t evel Ill/Pejabat Pengawas memberikan penilaian kinerja bagi
pelaksana dan sebagian Pejabat Fungsional yang berada dibawahnya;

h) Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat Level I.

3) Alur Mekanisme Kerja

a) Pejabat Level I sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi

a1) Tahap Perencanaan

Perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan Unit Organisasi
men1rusun dan menetapkan pedanjian kinerja. Selanjutnya Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama merumuskan strategi pencapaian target
kinerjanya.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut
meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melalsanakal

pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

r Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/ Pelaksana lintas Unit Organisasi/ Instansi.
Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dari Unit Organisasi/Instansi lain
akan melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi.

o Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Ke{a
untuk pelaksanaan kegiatan.

Arahan dan ekspelrtasi pencapaian target kinerja disampaikan
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Tim Kerja / Individu untuk
diintervensi, arahan atas ekspelrtasi pencapaian target kinerja
tersebut dan menjadi dasar penentuan target kinerja Tim
Ke{a/lndividu.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu
maupun tim kerja bersama Pejabat Pimpinan Tinggi menyusun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian
target kineda.
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a2) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penJrusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau
Pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai per€rnnya.
Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian
dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hd
tersebut saja.

Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-
waktu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Ketua Tim.
Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja secara individu
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas
secara berkala atau pada saat ditemui permasalalran kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kine{a yang
diperjanjikan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yartg
bertugas secara individu ataupun tim kerja harus menyesuaikan
dengan arahan dan ekspektasi target kinerja dari Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai
dengan target, disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama oleh ketua tim atau individu.

a3) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratarta
meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan
yang belum memenuhi target dan ekspektasi dikembalikan kepada
Ketua Tim/ Individu untuk disesuaikan kembali. Pelaksanaan
kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan
telah sesuai dengan yang diharapkannya.
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b) Pejabat Level II sebagai Pejabat Penilai Kine4'a sekaligus memberikan
penugasan Sagi Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

bl) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama menJrusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Perjanjian
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian
tanggung jawab target kinerja tertentu bagi Pejabat Administrator.
Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama akan memberikan
arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
target kinerja bersama. Atas arahan tersebut kemudian Pejabat
Administrator merumuskan strategi pencapaian target kinerjanya.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut
meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan

pencapaian target kine{a yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kine{a apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/Pelaksana lintas unit organisasi.
Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dari Unit Organisasi/Instansi lain
akan melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pelaksana lintas Unit Orgalisasi/Instansi.

. Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Keq'a
untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kerja.

Arahan dan ekspektasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja disampaikan Pejabat Administrator
kepada Pejabat Pengawas/Tim Kerja/ Individu untuk diintervensi,
arahan atas ekspektasi pencapaian target kinerja tersebut dan
menjadi dasar penentuan target kinerja Pejabat Pengawas/Tim
Kerja/Individu.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target kineg'a
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator
sebagai Pimpinan Unit Organisasi menugaskan dan melalsanakan
distribusi Pejabat Fungsional dan Pelaksana guna membantu
pelaksanaan tugas substansi Pejabat Pengawas dalam
melaksanakan kegiatan dan pencapaian ekspektasi target kinerja
Pejabat Administrator.

Pada tahapan terakhir dari proses perencana€rn, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara individu
maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator men]'usun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian
target kinerja.
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b2) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari pen5rusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan dilakukan dengan
menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah disusun pada tahap
perencurnaErn oleh Individu, Tim Ke{a, atau Ketua Tim. Selanjutnya
bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim ke{a dilakukan
pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian peran anggota tim
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/ atau
keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim.
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bekerja secara individu
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas
secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan kepada
Pejabat Administrator.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja yang
dipedanjikan oleh Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik yang bertugas secara individu ataupun tim kerja
harus menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kinerja
dari Pejabat Administrator. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah
sesuai dengan target, disampaikan kepada Pejabat Administrator
oleh individu atau ketua tim.

b3) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai
dengan target disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai
setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target
yang diharapkannya.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaal yang belum
memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang
belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk
disesuaikan kembali, secara berjenjang berdasarkan level struktur
organisasi.
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5. Unlt Organlsasl Berslfat Khusus (UOBKI terdapat 2 (duaf Permodelan
Kedudukaa, Penugasan dan Alur Kiaerja.

lf Ualt Organisasi Bersifat Khusus (UOBKI yarg diplmpin oleh Direktur
merupakaa PeJabat Plmplnaa Ttnggt Pratama, deugan Wakll Dlrektur
dan Kepala Bagian/Kepal,a Bidang sebagai PeJabat Penilai KiaerJa.

la) Kedudukan

Gambar 18 : Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpin oleh Direktur merupakan
Pejabat Pimpinan Tirxggi PrataEa, dengan Wakil Dtektur dan Kepala Bagian/
Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kine{a.

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Wakil Direktur dan Kepala
Bagian/Kepala Bidang sebagai Pejabat Administrator yang berperan
selaku Pejabat Penilaian Kinerl'a.

Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang menerapkan
penggambaran tersebut adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul
Moloek.
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pclalrana



1b) Penugasan

Gambar 19 Struktur Penugasan pada Unit Orgarfsasi Bersifat Khusus yang dipimpin oleh
Direktur mempakan Pejabat Pimpinan Tinggi katama, dengan Wakil Direlitur
dan Kepala Bagian/ Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Dalam struktur penugasan di atas, al<al berlaku beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a) Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengampu Urusan Bidang

Kesehatan di Provinsi menJ,.usun rencana strategis (Renstra);
b) Direlrtur sebagai Pejabat Level I menggunakan Renstra sebagai

acuan menJrusun Pedanjian Kinerja;
c) Direktur menetapkan kineq'a Wakil Direlrtur serta memberikan

penugasan dan Penilaian Kinerja bagi Wakil Direktur dan
sebagian Pejabat Fungsional dibawahnya

d) Wakil Direktur menetapkan kinerja Kepala Bidang/ Kepala Bagran
(Pejabat Administrator) serta memberikan penugasan dan sebagai
Pejabat Penilai Kinerja Kepala Bidang/Kepala Bagian, pejabat
Fungsional dan pelaksana;

e) Kepala Bagian/Kepala Bidang memberikan penugasan bagi
Pejabat Fungsional dan Pelaksana serta memberikan penilaian
kinerja bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dibawahnya;

f) Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat l,evel I.
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g) Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madya pada unit
organisasi, maka Kepala Bagian/ Kepala Bidang tidak berperan
sebagai Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional tersebut
n€unun hanya selaku yang memberikan penugasan, adapun
Pejabat Penilai Kine{a bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah
Wakil Direktur sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan
rekomendasi penilaian berasal dari Kepala Bagian/ Kepala
Bidang.

h) Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi
membutuhkan keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang
Ahli Utama secara definitif dan bukan melalui mekanisme
pelibatan lintas Unit Organisasi/Instansi, maka Kepala
Bagian/Kepala Bidang tidak berperan sebagai penilai kinerja
Pejabat Fungsional tersebut namun hanya selaku pejabat yang
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional tersebut. atas
pelaksanaan tugas tersebut Kepala Bagian / Kepala Bidang hanya
memberikan rekomendasi penilaian kinerja kepada Wakil
Direktur dan Wakil Direktur memberikan rekomendasi penilaian
kepada Direktur. Kemudian Direkhrr memberikan penilaian
kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama.

lc) Alur Mekanisme Kerja

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perenc€rnaErn dimulai dengan Kepala Dinas
menJrusun dan menetapkan rencana strategis penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang Kesehatan pada Pemerintah
Provinsi. Berdasarkan penetapan rencana strategis dimaksud
Direktur menyusun dan menetapkan pe{anjian kine{a. Pe{anjian
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Wakil
Direktur sebagai penzrnggung jawab atas target kinerja tertentu.
Selanjutnya Wakil Direlrtur berdasarkan pe{anjian kine{a yang
telah ditetapkan dan dibagi oleh Direktur mendelegasikan
pengelolaan kine{a dan tugas sebagai Pimpinan Unit Organisasi
kepada Kepala Bagian/Kepala Bidang. Wakil Direktur akan
membagi dan menunjuk Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagai
penanggung jawab atas target kinerja tertentu. Wakil Direktur
memberi arahan dan ekspektasi untuk pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target kinerja tertentu kepada Kepala Bidang/Kepala
Bagian. Atas arahan tersebut Kepala Bidang/Kepala Bagian
merumuskan strategi pencapaian target kinerja.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut
meliputi:
r Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan

pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;
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. Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi.
Penyelesaian target kinerja yang membutuhtan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari Unit Organisasi/
Instansi lain akan melalui proses perrnohonan pelibatan Pejabat
F\rngsional atau Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi.

o Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja
untuk pelaksanaan kegiatan.

Kepala Bagian / Kepala Bidang menyampaikan arahan dan
ekspektasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target
kinerja kepada Tim Kerja/Individu untuk diintervensi, arahan atas
ekspektasi pencapaian target kinerja tersebut dan menjadi dasar
penentuan target kinerja Tim Ke{a/Individu.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu
maupun tim kerja bersama Kepala Bagian/Kepala Bidang
menJrusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerja.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah
disusun pada tahapan perencanaan oleh Individu, Tim Kerja atau
Ketua Tim. Selanjutnya bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
oleh tim kerja dilakukan pembagian peran bagi anggota tim.
Pembagian peran anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi,
keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional dan
Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada ha-l-hal
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang dan/atau
Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja secara
individu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan tugas secara berkala atau pada saat ditemui
permasalahan kepada Kepala Bagian/Kepala Bidang.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kine{a yarrg
diperl'anjikan oleh Pejabat Fungsional dan Pelalsana baik yang
bertugas secara individu ataupun tim kerja harus menyesuaikan
dengan arahan dan ekspelrtasi target kine{a dari Kepala
Bagian/ Kepala Bidang. Hasil pelalsalaan kegiatan yang sudah
sesuai dengan target disampaikan kepada Kepala Bagian/Kepala
Bidang oleh Ketua Tim atau Individu.
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c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Kepala Bagian/Kepala Bidang meninjau
hasil pelaksanaan kegiatan Tim Kerja/Individu. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang telah sesuai dengan target da-n ekspektasi
disampaikan Kepala Bagian / Kepala Bidang kepada Wakil Direktur
untuk ditinjau. Selanjutnya hasil pelalsanaan kegiatan yang telah
sesuai dengan target dan ekspektasi disampaikan Wakil Direktur
kepada Direktur untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan
selesai setelah Direktur menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan
dinyatakan telah sesuai dengan target dan ekspektasi yang
diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum
memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelalsanaan kegiatan yang
belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk
disesuaikan kembali, secara berjenjang berdasarkan level struktur
organisasi.
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2f Untt Organlsasl Bersifat Khusus (UOBK| yarrg dtpimpin oleh Direktur
merupakalr PeJabat Admlnlstrator sebagai Pejabat Level I, dengan
Kepala Bagian/Kepala Bidang merupakal PeJabat Admlnlstrator
sebagai PeJabat Lcvel II dna Pejabat Penilal KlnerJa.

2a) Kedudukan

Gambar 20 : Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang dipimpin oleh Direktr.rr
merupakan Pejabat Administrator sebagai Pejabat L€vel I, dengan Kepala
Bagian/Kepala Bidang merupakan Pejabat Adrrrinistrator sebagai Pdabat
t€vel II dan Pejabat Perlilai Kinerja

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan di bawah Kepala Bagian/Kepala Bidang
sebagai Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisasi Bersifat Khusus
penggambaran tersebut adalah:
a) Rumah Sakit Bardar Negara Husada;
b) Rumah sakit Jiwa.
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2b) Penugasan
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Direktur Selsku Kepala Unit
Organisasi

Kepala Bagian/Kcpala Bidang
Selal-u Pejabat Penilaian Kinerja

Gambar 21 Strul,<tur Penugasan pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang
dipimpin oleh Direlrtur merlpakajr Pejabat Administrator sebagai
Pejabat kvel I, dengan Kepala Bagian/Kepala Bidang merupakan
Pejabat Administrator sebagai Pejabat l,evel II dan Pejabat Penilai
Kine.ja

Dalam struktur penugas€rn di atas, akan berlaku beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a) Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengampu Urusan Bidang

Kesehatan di Provinsi menyusun rencana strategis (Renstra);
b) Direlrhrr sebagai Pejabat Level I menggunakan Renstra sebagai

acu€rn men]rusun Perjanjian Kineda;
c) Direktur menetapk€rn kinerl'a Pejabat Level II atau Kepala

Bagian/ Kepala Bidarrg serta memberikan penugaszrn dan Penilaian
Kine{a bagi Pejabat Level II atau Kepa-la Bagian/Kepala Bidang dan
sebagian Pejabat Fungsional dibawahnya

d) Pejabat Level II atau Kepala Bagian / Kepala Bidang menetapkan
kinerja Pejabat Level Ill/Pejabat Pengawas serta memberikan
penugasan dan sebagai Pejabat Penilai Kine{a Pejabat Level
Ill/Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsionai dan Pelaksana;

e) Pejabat Level Ill/Pejabat Pengawas memberikan penugasan bagi
Pejabat Fungsional dan Pelaksana serta memberikan penilaian
kinerja bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dibawahnya;

f) Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat Level I.

a

I
I

I
I

t
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

t



g) Apabila terdapat Pejabat F\rngsional Ahli Madya pada unit
organisasi, maka Pejabat l,evel II tidak berperan sebagai Pejabat
Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional tersebut namun hanya
selaku yang memberikan penugasan, adapun Pejabat Penilai
Kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah Direktur
sebagai Pejabat l,evel I dengan rekomendasi penilaian berasal dari
Pejabat level II.

h) Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Utama secara
definitif dan bukan melalui mekanisme petbatan lintas Unit
Organisasi/Instansi, maka Kepala Bagian/Kepala Bidang tidak
berperan sebagai penilai kinerja Pejabat Fungsional tersebut
namun hanya selaku pejabat yang memberikan penugasan bagi
Pejabat Fungsional tersebut. atas pelaksanaan tugas tersebut
Kepala Bagian/Kepala Bidang hanya memberikan rekomendasi
penilaian kineq'a kepada kepada Direktur. Kemudian Direktur
memberikan penilaian kine{a Pejabat Fungsional Ahli Utama.

3c) Alur Mekanisme Keda

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dengan Kepala Dinas
menJrusun dan menetapkan rencana strategis penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang Kesehatan pada Pemerintah
Provinsi. Berdasarkan penetapan rencana strategis dimaksud
Direktur menJrusun dan menetapkan perjanjian kine{a. Pedanjian
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Pejabat Level
II sebagai penanggung jawab atas target kinerja tertentu. Direktur
akan membagi dan menunjuk Pejabat Level II sebagai penanggung
jawab atas target kinerja tertentu. Direktur memberi arahan dan
ekspektasi untuk pelalsanaan kegiatan dan pencapaian target
kine{a tertentu kepada Pejabat Level II. Atas arahan tersebut
Pejabat Level II merumuskan strategi pencapaian target kinerja.

Perumusan strategi pencapaian target kineg'a tersebut
meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiat€rn guna melaksanakan

pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan
dalam bentuk Tim Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional/Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi.
Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari Unit Organisasi/
Instansi lain akan melalui proses permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi.

o Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja
untuk pelaksanaan kegiatan.
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Dalam pelaksanaan kegiatErn guna pencapaian target kine{a
dibawah koordinasi Pejabat Pengawas, Pejabat Level II sebagai
Pimpinan Unit Organisasi menugaskan dan melaksanakan
distribusi Pejabat Fungsional dan Pelaksana guna membantu
pelaksanaan tugas substansi Pejabat Pengawas dalam
melaksanakan kegiatan dan pencapaian ekspektasi target kineq'a
Pejabat lrvel II.

Pejabat Level II menyampaikan arahan dan ekspektasi
terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja
kepada Pejabat Pengawas/Tim Kerja/ Individu untuk diintervensi,
arahan atas ekspektasi pencapaian target kineda tersebut dan
menjadi dasar penentuan target kinerja Pejabat Pengawas/Tim
Kerja/Individu.

Pada tahapan terakhir dari proses perenc€rnaan, Pejabat
Pengawas / Pej abat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat Level II
men].usun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerj a.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah
disusun pada tahapan perencanazrn oleh Pejabat Pengawas, Tim
Kerja atau Ketua Tim serta Individu. Selanjutnya bagi pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja dilakukan pembagian
peran bagi anggota tim. Pembagian peran anggota tim dilakukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional dan
Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan
kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hd
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewalrtu-waktu oleh Pejabat Level II dan/ atau Pejabat
Pengawas / Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang
bekerja secara individu berkoordinasi dan melaporkan
perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala atau pada saat
ditemui permasalahan kepada Kepala Bagian / Kepala Bidang.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kineg'a yang
dipeq'anjikan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang
bertugas secara individu ataupun tim ke{a harus menyesuaikan
dengan arahan dan ekspektasi target kine{ a dari Pejabat Level II.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target
disampaikan kepada Pejabat Level II oleh Ketua Tim atau Individu.
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c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Level II meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengawas/Tim Keda/Individu. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target dan
ekspektasi disampaikan Pejabat Level II kepada Direktur untuk
ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Direktur
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai
dengan target dan ekspektasi yang diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekedaan yang belum
memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang
belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk
disesuaikan kembali, secara berjenjang berdasarkan level struktur
organisasi.
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6. Unit Organlsasi Badan Penghubung Daerah

1) Kedudukan

Ga$bar 22 Unit organisasi yang dipimpia oleh Kepala Badan selaku Pejabat Administrator
sebagai Pejabat kvel l, dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kineia.

Pada strulrtur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai
Pejabat Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kine{a.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah
Badan Penghubung Daerah.

2) Penugasan

Kepala Badan selaku Pejabat
Administrator sebagai Pimpinan Unit

Organisasi
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Gambar 23 StruLnrr Penugasan pada Unit Organisasi yang dipirnpin oleh Kepala Badan
selaku Pejabat Adrninistrator sebagai Pejabat Lcvel I, dengan Pejabat Pengawas
sebagai Pejabat Penilai Kine{a.

Dalam struktur penugasar di atas, akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:
a) Kepala Badan sebagai Pejabat Admnistrator akan menetapkan kinerja

Pejabat Pengawas;
b) Pejabat Pengawas akan menetapkan kinerja bagi Pejabat Pungsional

dan Pelaksana;
c) Pejabat Pengawas akan memberikan penilaian kinerja sekaligus

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

I
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d) Apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda dalam unit organisasi,
maka Pejabat Pengawas tidak berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja
bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dal hanya berperan sebagai
Pimpinan Unit Organisasi yang memberikan penugasEln dan atas
penugasan tersebut Pejabat Pengawas memberikan rekomendasi
penilaian kinerja, adapun penilaian kinerja bagi Pejabat Fungsional Ahli
Muda dilaksanakan oleh Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level 1;

e) Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat Level I.

3) Alur Mekanisme Kerja

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perenc€rna€rn dimulai dari Pejabat Administrator
menlrusun dan menetapkan perjanjian kine{a. Perjanjian kinerja
tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian tanggung
jawab target kinerj a bagi Pejabat Pengawas. Selanjutnya Pejabat
Administrator akan memberikan arahan dan koordinasi untuk
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja bersama. Atas
arahan tersebut kemudian Pejabat Pengawas merumuskan strategi
pencapaian target kinerjanya.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan

pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional
dan pelaksana dilaksanakan melalui penugasan dalam bentuk Tim
Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional/ Pelaksana lintas Unit Organisasi/Instansi. Penyelesaian
target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dari Unit Organisasi/Instansi lain akan melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas Unit
Organisasi / Instansi;

o Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja untuk
pelaksanaan kegiatan.

Pejabat Pengawas menyampaikan arahan dan ekspektasi terhadap
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerjanya kepada Ketua
Tim Kerja/Individu untuk diintervensi, arahan atas target kinerja dan
ekspektasi tersebut menjadi dasar penetapan target kinerja Tim
Kerja/Individu.

Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara
individu maupun tim kerja bersama Pejabat pengawas menJrusun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target
kinerja.
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b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penJrusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan dilakukan dengan
menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah disusun pada tahap
perencanaan oleh individu, tim kerja, atau ketua tim. Selanjutnya bagi
pelal<sanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim ke{a dilakukan
pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian peran anggota tim
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/ atau keterampilal.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau Pelaksana
baik yang berkerja secara individu ataupun tim kerja berkolaborasi
dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi
dimaksud terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi
tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring perkembangan
dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat Pengawas dan/atau
Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja secara
individu berkoordinasi dal melaporkan perkembangan pelaksanaan
tugas secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan kepada
Pimpinan Unit Organisasi.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kine{a yang
diperjanjikan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang
bertugas secara individu ataupun tim ke{a harus menyesuaikan
dengan arahan dan ekspektasi target kine{a dari Pejabat Pengawas.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target,
disampaikan kepada Pejabat Pengawas oleh individu atau Ketua Tim.

c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Tim Kerja/Individu. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target dan ekspektasi
kemudian disampaikan oleh Pejabat Pengawas kepada Pejabat
Administrator untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai
setelah Pejabat Administrator menerima hasil pelaksanaan kegiatan
dan dinyatakan telah sesuai dengan target dan ekspektasi yang
diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum memenuhi
target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai
dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk disesuaikan kembali,
secara berjenjang berdasarkan level struktur organisasi.
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7. Unlt Organisesi yang dlpimpia oleh PeJabat Admlnlstrator dengan
PeJabat Pengawas sebagal PeJabat Penllai Kinerja.

1) Kedudukan

Gambar 24 Urlit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Admirristrator dengan Pejabat Pengawas
sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai
Pejabat t evel II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah
1. Cabang Dinas Tipe A; dan
2. UPID Tipe A.

2) Penugasan
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Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a) Kepala Dinas/Badan menetapkan kinerja Pejabat Administrator

sebagai Pejabat Level I;
b) Pejabat level I akan menetapkan kine{a Pejabat l,evel II serta

memberikan penugasan dan selaku Pejabat Penilai Kinerja Pejabat
tevel II dan sebagian Pejabat Fungsional;

c) Pejabat level II akan menetapkan kinerja Pejabat Fungsional dan
pelaksana, Pejabat Level II akan memberikan penugasan dan penilaian
kinerja bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

d) Apabila terdapat Pejabat Fungsional AhIi Muda dalam unit organisasi,
maka Pejabat Level II tidak berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja
bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dan hanya berperan sebagai yang
memberikan penugasan dan atas penugasan tersebut Pejabat Level II
memberikan rekomendasi penilaian kinerja, adapun penilaian kinerja
bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dilaksanakan oleh Pejabat
Administrator sebagai Pejabat Level 1;

e) Apabila dalam pencapaian target kinerja organisasi membutuhkan
keberadaan Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli Madya secara
definitif dan bukan melalui mekanisme pelibatan lintas Unit
Organisasi/Instansi, maka Pejabat Level II tidak berperan sebagai
Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional tersebut dan hanya
berperan sebagai yang mengelola kinerja dan mengkordinasikan
Pejabat Fungsional Ahli Madya, atas pengelolaan kinerja Pejabat
Pengawas memberikan bahan penyusunan rekomendasi penilaian
kinerja kepada Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level I;

f) Penugasan bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya dilaksanakan oleh
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level I, penugasan tersebut
sekaligus disertai pendelegasian kewenangan pengelolaan kine{a
Pejabat Fungsional tersebut kepada Pejabat kvel II, atas penugasan
tersebut Pejabat Administrator memberikan rekomendasi penilaian
kine{a, adapun penilaian kine{a bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya
dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah;

g) Pola distribusi predikat kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
ditetapkan oleh Pejabat t evel I.

3) Mekanisme Kerja

a) Tahapan Perencanaan

Tahapan perenc€rnaErn dimulai dari Kepala Dinas/Badan
menJrusun Pe{anjian Kine{a, atas dasar Perjanjian Kinerja tersebut
Kepala Dinas/Badan menetapkan kinerja Pejabat Administrator
sebagai Kepala Unit Kerja. Penetapan kinerja dimaksud digunakan
sebagai dasar Pejabat Level I menentukan pembagian tanggungjawab
target kinerja bagr Pejabat Pengawas. Selanjutnya pejabat
Administrator akan memberikan arahan dan koordinasi untuk
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja bersama. Atas
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arahan tersebut kemudian Pejabat Pengawas merumuskan strategi
pencapaian target kinerjanya.
Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi:

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksalakan
pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan melalui penugasan dalam
bentuk Tim Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apakah membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional/Pelaksana lintas Unit Organisasi/ Instansi.
Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dari Unit Organisasi/Instansi lain akan
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana lintas Unit Organisasi/ Instansi.

r Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Ke{'a untuk
pelaksanaan kegiatan.

Pejabat Pengawas menyampaikan arahan dan ekspektasi
terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerjanya
kepada Ketua Tim Kerja/Individu untuk diintervensi, arahan atas
target kinerja dan ekspektasi tersebut menjadi dasar penetapan
target kinerja Tim Kerja/Individu.

Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara
individu maupun tim kerja bersama Pejabat Pengawas menJrusun
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian
target kinerja.

b) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan dilakukan dengan
menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah disusun pada tahap
perencanaan oleh individu, tim ke{a, atau ketua tim. Selanjutnya
bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja dilakukan
pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian peran anggota tim
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau
keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau
Pelaksana baik yang berke{a secara individu ataupun tim kerja
berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan
tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data, kebijakan,
dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja.
Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
oleh Pejabat Pengawas dan/atau Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan
Pelaksana yang bekerja secara individu berkoordinasi dan
melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala atau
pada saat ditemui permasalahan kepada pimpinan Unit Organisasi.
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Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja yang
diperjanjikan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang
bertugas secara individu ataupun tim ke{a harus menyesuaikan
dengan arahan dan ekspektasi target kine{a dari Pejabat Pengawas.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target,
disampaikal kepada Pejabat Pengawas oleh individu atau Ketua Tim.

c) Tahapan Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Tim Kerja/Individu. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target dan ekspektasi
kemudian disampaikan oleh Pejabat Pengawas kepada Pejabat
Administrator untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan
selesai setelah Pejabat Administrator menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target dan ekspektasi
yang diharapkan.

Dalam setiap jenjang peninjauan hasil pelaksanaan kegiatan,
dimungkinkan terdapat pelaksanaan peke{aan yang belum
memenuhi target dan ekspektasi, hasil pelaksanaan kegiatan yang
belum sesuai dengan target dan ekspektasi dikembalikan untuk
disesuaikan kembali, secara berjenjang berdasarkan level struktur
organisasi.
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8,Unit Organiaasl yang diplmpin oleh Pejabat Fungsional dengan PeJabat
Fungsioaal sebagal PeJabat Penilai Kinerja
1) kedudukan

Gambar 26 Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional dengan Pejabat Fungsional
sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus sebagai Pimpinan Unit Organisasi

Pada struktur diatas maka kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan berada dibawah Pejabat Fungsional sebagai
Pimpinan Unit Organisasi.

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah:

a) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
b) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
c) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (Pendidikan Khusus dan

Pendidikan l,ayanan Khusus).

2) Penugasan

Garr:^ber 27 Struktur penugasan pada Unit Organisasi dengan I level struliatur yang dipimpin oleh
Pejabat Fungsional, dengan Pejabat level I sebagai pejabat penitai finerji sikaligus
sebagai Pimpinan Unit Orgalisasi

Dalam struktur penugasan di atas akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut:
a) Kepala Dinas atau Kepala Cabang Dinas dengan pendelegasian

kewenangan akan menetapkan kinerja Kepala UPTD Satuan
Pendidikan;
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b) Kepala Satuan Pendidikan adalah Pejabat Fungsional yang diberikan
tugas tambahan sebagai Pimpinan Unit Organisasi, merupakan Pejabat
Level I;

c) Pejabat Level I akan memberikan penilaian kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

d) Penentuan pemberian tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional
untuk menjadi Kepala Sekolah mempertimbangkan Tingkat dan
Kualifikasi Pendidikan, Kepangkatan dan Jenjang Jabatan Fungsional;

e) Apabila terdapat Pejabat Fungsional dengan Jenjang yang sama dengan
Pimpinan Unit Organisasi maka Pimpinan Unit Organisasi tidak
berperan sebagai Pejabat Penilai Kine{a bagi Pejabat Fungsional
tersebut dan hanya berperan memberikan penugasan. Atas penugasan
tersebut Pimpinan Unit Organisasi memberikan rekomendasi penilaian;

f) Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional yang memiJiki jenjang
yarrg sama dengan Pimpinan Unit Organisasi dilaksanakan oleh Kepala
Dinas atau Pejabat Administrator pada Dinas yang diberikan
pendelegasian kewenangan.

3) Alur Mekanisme Kerja

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perencana€rn dimulai dari Kepala Dinas menyusun
Pe{anjian Kinerja, atas dasar Pe{anjian Kine{a tersebut Kepa-la Dinas
menetapkan kinerja Kepala UPTD Satuan Pendidikan yang dipimpin
oleh Pejabat Fungsional secara langsung ataupun melalui
pendelegasian kepada Kepala Cabang Dinas. Penetapan kinerja
dimaksud dijadikan dasar Pejabat Fungsional yang diberikan tugas
tambahan selaku Kepala UPTD Satuan Pendidikan yang berperan
sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan Unit Organisasi
untuk merumuskan strategi pencapaian target kinerja.

Perumusan strategi pencapaian target kinerja tersebut meliputi:
o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan

pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional
dan pelaksana dilaksanakan melalui penugasan dalam bentuk Tim
Kerja atau Individu;

o Penentuan dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan
pencapaian target kinerja apal<a-l" membutuhkan pelibatan pejabat
Fungsional/ pelaksana lintas unit organisasi/ instansi. penyelesaian
target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana dari unit orgalisasi/instansi lain akan melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit
organisasi/ instansi.

r Penentuan perlu atau tidaknya penunjukan ketua Tim Kerja untuk
pelaksanaan kegiatan.
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Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan arahan dan ekspektasi
terhadap pelalsanaan kegiatan dal pencapaian target kinerjanya
kepada Ketua Tim Kerja/Individu untuk diintervensi, arahan atas target
kinerja dan ekspektasi tersebut menjadi dasar penetapan target kine{a
Tim Kerja/Individu.

Pada tahapal terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun
tim kerja bersama Pimpinan Unit Organisasi menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan dan anggaral untuk pencapaian target kinerja.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat F\ngsional atau
pelaksana. Pen5,'usunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Individu ataupun Tim Ke{a. Pelaksanaan kegiatan
dalam rangka pencapaian target kinerja yang diselenggarakan Tim Kerja
dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.
Pembagian per€rn dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian
dan/ atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau Pelaksana
berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan
tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan
pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja.
Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
oleh Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi dan/atau
Ketua Tim. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bekerja secara
individu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
tugas secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan kepada
Pimpinan Unit Organisasi.

Dalam pencapaian dan penyelesaian target kinerja yang
diperjanjikan oleh Pejabat Pengawas / Pej abat Fungsional dan Pelaksana
baik yang bertugas secara individu ataupun tim kerja harus
menyesuaikan dengan arahan dan ekspektasi target kinerja dari
Pimpinan Unit Organisasi. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah
sesuai dengan target, disampaikan kepada Pejabat F\rngsional yang
memimpin unit organisasi oleh individu atau Ketua Tim.
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c) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Fungsional yang memimpin Unit
Organisasi meninjau hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Tim Ke{a/Individu. Hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai
dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan kepada individu atau
tim kerja untuk disesuaikan kembali. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan
selesai setelah Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai
dengan target darr ekspektasi yang diharapkan.
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2. PROSEDUR DAN TATA CARA PENUGASAN,

Pejabat Fungsional atau Pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau
tim ke{a untuk membaatu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Orgalisasi.
Penugasan secara terencana dilakukan bersamaan/ sesaat setelah perencanaan
Ernggaran, sedangkan penugasan tak terencana dilakukan saat diperlukan.

Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik secara individu atau
dalam tim kerja dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. PenunJukaa

Penunjukan merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana langsung dari Pejabat Penilai Kinerja dan/ atau Pimpinan Unit
Organisasi untuk melaksanakan kine{a tertentu. Penunjukan dapat
dilakukan di dalam unit organisasi atau lintas unit organisasi.

1) Mekanisme penutrJukan dl dalam Unit Organisasi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berada di dalam
unit organisasi yang sama dilakukan langsung oleh Pimpinan Unit
Organisasi bersangkutan.

Keterangan:

Penugasan Individu
Penugasan dalam Tim Kerja

KI]PALA PT]R4NGL{T DAERAH

Pimph.n tinil
OrErrisrsi

Pimpirsn flnit
Or8rDbrsi

TtD Kerj!

Iia Tin) J[ pelksana

Tim lierji

Iia Tim JF pelksana

.IF

pelksarB

Kelompok Jf d.n Pehl6.n.

Tim Xcrjr

Ka lim JF p€lkiana

Tim Kerja

Ka lim JF pelksana

Jf

pelksana

Xclompok JF ded Palsksrtrr

Gambar 28. Mekanisme Penunjukan di dalam unit organisasi
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2l Mekanisme penunJutan yang berslfat lintas Unit Organisasl

Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bersifat lintas
unit organisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a) Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat

permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana kepada
Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat Pungsional atau
Pelalsana dimaksud berada dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja
bersangkutan;

b) Terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana, Pejabat Penilai Kine{a dituju dimana Pejabat Fungsional
atau Pelaksana dimaksud berada, memproses dan menjawab
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana tersebut;

c) Apabila Pejabat Penilai Kine{a dimana Pejabat Fungsional atau
elPaksana dimaksud berada menyetujui pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pelaksana, maka dengan rekomendasi dari Pimpinan Unit
Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dimal<sud berada men1rusun surat penugasan untuk
menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang sesuai dengan
kriteria yang disampaikan pemohon di dalam surat permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana;

d) Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau
Pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pelaksana, maka Pej abat Penilai Kine{a dimana
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dimalsud berada menjawab surat
permohonan pelibatan tersebut dengan alasan mengapa tidak dapat
menyetujui permohonan; dan

e) Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima surat penugasan untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Alur mekanisme Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
Lintas Unit Organisasi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan
dalam gambar 29.
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Gambar 29 : Alur mekalisme Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana Lintas Unit Organisasi
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3f Mekanlsac penunJukan yang berelfat lintas lnstansi
Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bersifat lintas

instansi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a) Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih dahulu mengirimkan

surat permohonan pelibatan Pejabat F\rngsional atau Pelaksana
kepada Pejabat yang Berwenang dengan tembusan Pejabat Penilai
Kinerja bersangkutan di instansinya;

b) Apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas permohonan pelibatan
Pejabat Fungsiona-l atau Pelaksana dari instansi lain maka kemudian
Pejabat yang Berwenalg tersebut mengirimkan surat permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana tersebut kepada Pejabat
yang Berwenang instansi yang dituju;

c) Apabila surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana disetujui oleh Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju,
maka Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju menginstruksikan
Pejabat Penilai Kine{a Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk
menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang bersesuaial
dengal kriteria yang dibutuhkan di dalam surat permohonan
pelibatan;

d) Terhadap instruksi untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana, Pejabat Penilai Kine{a dengan rekomendasi Pimpinan Unit
Organisasi dimana Pejabat Fungsional atau Pelaksana berada
menjawab ketersediaan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang
bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam surat
permohonan pelibatan;

e) Apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai berikut:
o Pejabat Penilai Kine{a dituju mengirimkan surat jawaban

permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau
Pelaksana yang ditugaskan kepada Pejabat yang Berwenang.
Bilamana Pejabat yang Berwenang menyetujui surat jawaban
permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau
Pelaksana yang ditugaskan, Pejabat yang Berwenang mengirimkan
surat jawaban permohonan kepada Pejabat yang Berwenang
pemohon.

o Berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh pejabat yang
Berwenang, maka Pejabat Penilai Kinerja atau pimpinan Unit
Organisasi yang dituju menugaskan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana sesuai daftar Pejabat Fungsional atau pelaksana yang
ditugaskan untuk bekerja sesuai pelibatan tersebut.

. Berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan maka pimpinan
Unit Organisasi akan memberikan surat penugasan dan/atau bukti
penugasan secara tertulis untuk kemudian disampaikan kepada
Pejabat Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan dengan
tembusan Pejabat yarrg Berwenang instansi bersangkutan, pejabat
Penilai Kinerja bersangkutan, dan pejabat yang Berwenang instansi
pemohon.
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. Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

AIur mekanisme Penunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
Lintas Instansi Pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas dapat
diilustrasikan dalam gambar 30.
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Gambar 3O : Alur mekanisme Penunjukal Pejabat Fungsional dan pelaksana Lintas Instansi Pemerintah
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Surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana pada
mekanisme penunjukan yang bersifat lintas Unit Organisasi atau lintas
Instalsi sebagaimana disebutkan di atas, paling sedikit memuat:
a) maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional dan

Pelaksana;
b) kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
c) ekspelrtasi ltarget kinerja dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang

alal ditugaskan; dan
d) durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

b. Pengqluan sukarela

Pengajuan sukarela merupakan c:rra penugasan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau
Pelaksana. Pengajuan sukarela bertujuan untuk memberikan ruang peran
aktif bagi Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk dapat membantu
pelaksanaan kinery'a organisasi yang sesuai dengan kompetensi, keahlian
dan/atau keterampilannya, namun belum masuk ke dalam tugas yalg telah
ditetapkan sebelumnya. Pengajuan sukarela hanya dapat dilakukan di dalam
Unit Organisasi Pejabat Fungsional bersangkutan dan lintas Unit Organisasi
di dalam Instansi Pemerintah bersangkutan.

Pengajuan sukarela dilalrukan dengan mekanisme sebagai berikut:

lf Mekaaisme pcrgaJua! sukarela di dalam Unit Organlcasl
a) Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan keinginannya

secara lisan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kinerja tertentu
kepada Pimpinan Unit Organisasi;

b) Apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka Pimpinan Unit
Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu tersebut.

c) Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima surat penugasan untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (ilustrasi pada Gambar
31).

Menyampaikan keinginannya
se{ara lisai/tertulis untuk

dapat terlibat dalam

Tim Xerjt

Ka Tinr JI pelksana

'l'inl K€rjr

Ka Tim JF pclksana

I
Pelalisana JIi

Kelompok JF dan pehksaDa

KEPALA
P!'R{\(;KAT DAIR,{H

Gambar 3l Mekanisme pengajuan sukarela di dalam Unit Organisasi
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2l Mekanisme pengaJuan suLarela yarg berslfat llntag Unit Organisaei

a) Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan surat permohonan
untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kineq'a kepada Pimpinan Unit
Organisasi dituju dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan
Unit Organisasi bersangkutan;

b) Apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka Pejabat
Fungsional dan Pelaksana menyampaikan surat pennohonan persetujuan
yang telah disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi yang dituju kepada
Pejabat Penilai Kineda dengan tembusan Pimpinan Unit Organisasi
bersangkutan;

c) Apabila Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan menyetujui maka kemudian
Pejabat Penilai Kinerja men3rusun surat penugasan untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kine{a yang
berada di Pimpinan Unit Organisasi dituju.

d) Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima surat penugasan untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. ilustrasi pada Gambar 37).

Gambar 32 : Mekanisme pengajuan sukarela di lintas Unit Organisasi
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a) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan pejabat Fungsional dan
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b) Bilamana diperlukan, pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan
Pejabat Fungsional dan ePlaksana yang berasal dari lintas Instansi Pemerintah;

c) Da-lam tim kerja, Pimpinan Unit Organisasi dapat menunjuk salah satu Pejabat
Fungsional atau Pelaksana sebagai ketua tim keda berdasarkan keahlian
dan/ atau keterampilan;

d) Pada tim ke{a dimana terdapat anggota yang berasal dari lintas Unit
Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau
Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit
Organisasi pemilik kineq'a tersebut;

e) Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim
keq'a merupakan strategi dari Pimpinan Unit Organisasi.

Beberapa jenis pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri
atas:

a. Pelaksanaan tugas dalan Unit Organlsasi

Pelaksanaan tugas dalam Unit Organisasi di-lakukan Pejabat Fungsional
dan Pelaksana secara individu ataupun dalam tim kerja. Pelaksanaan tugas
dalam unit orgalisasi secara individu dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana secara individu,

Pejabat Fungsional atau Pelaksana melaksanalan tugas sesuai dengan tugas
yang diberikan;

2. Pemberian tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana merupakan
penjabaran atau turunan dari tugas, fungsi, dan kine{a unit organisasi yang
disesuaikan dengan kompetensi, keahlian dan keterampilan Pejabat
Fungsional dan Pelaksana;

3. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana secara Individu,
Pejabat Fungsional atau Pelaksana memperhatikan:
a) arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi
b) target pencapaian kine{a Unit Organisasi;
c) keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat Fungsional

atau Pelaksana lain dalam unit organisasi.

Pelaksanaan tugas dalam Unit Organisasi dalam tim kerja dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam tim kerja

dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan
kolaborasi Pejabat Fungsional dan/ atau Pelalsana dalam Unit Organisasi;

2) TittL kerja melaksanakan tugas Unit Organisasi sesuai arahan dan strategi
Pimpinan Unit Organisasi;

3) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatan, tim kerl'a dapat menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit organisasi untuk diputuskan
dan/ atau ditindaftlanjuti;

4) Pimpinan Unit organisasi memantau dan mengevaluasi secara berkala
pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai bahan input pengambilan
keputusan dan pemberian arahan pela}sanaan tugas dan kegiatan tim kerja;
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5) Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim ke{a lain; dan

6) Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim ke{a

b. Pelakcanaan tugas yang bersifat liataa Ualt Organicasi

Pelaksanaan tugas lintas Unit Organisasi dilakukan dalam tim kerja lintas
unit organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam tim kerja lintas

unit organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana lintas
Unit Organisasi;

2) Tim kerja melaksanakan tugas lintas Unit Organisasi sesuai arahan dan
strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kine{a;

3) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja
untuk diputuskan dan/ atau ditindaklanjuti;

4) Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud, tim kerja dapat
menyampaikan permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
kepada masing-masing Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan tugas dan fungsi unit organisasi masing-masing;

5) Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim ke{a lain; dan

6) Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim ke{a.

c. Pelaksanaan tugas yang bersifat llntas Instansl Pemerintah
Pelaksanaan tugas lintas Unit Organisasi dilakukan dalam tim ke{a lintas

Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam tim kerja lintas

Instansi Pemerintah dilakukan untuk melaksanakan tugas yang
memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/ atau
Pelaksana lintas Instansi Pemerintah;

2) Tim ke{a lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk untuk melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai target kinerja unit organisasi pemilik kine{a
pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi atau untuk mendukung program
strategis lintas Instansi Pemerintah;

3) Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai arahan dan
strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kineq'a pada Instansi pemerintah
pelaksana fungsi atau arahan pimpinan Instansi pemerintah pelaksana
fungsi;

4) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan unit organisasi pemilik kineq'a



86

pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi untuk diputuskan dan/atau
ditindaklanjuti;

5) Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi atau lintas
Instansi Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala
dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit
Organisasi atau pimpinan Instansi Pemerintah dimana Pejabat Fungsional
dan Pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas
dan fungsi Unit Organisasi atau Instansi Pemerintah masingmasing;

6) Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanalan tugasnya
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim ke{a lain; dan

7) Koordinasi tim keda tersebut dilakukan pada tahap perenc€rnaErn,

pelaksanaan, pemantauan, dal evaluasi tugas dan kegiatan tim ke{a.

Pelaksanaan tugas dalam tim ke{a dan individu diperlukan adanya
pembagian tanggung jawab. Adapun pembagian tanggung jawab Pejabat Penilai
Kinerja, Pimpinan Unit Organisasi, Ketua Tim, dan Anggota Tim ada-lah sebagai
berikut:

a. Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja meliputi:
1) menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja organisasi;
2) memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan

strategi dan tujuan organisasi;
3) memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan

sumberdaya yang optimal;
4) memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan
5) memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi

antar unit organisasi.

b. Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi meliputi:
1) menyrsun dan menetapkan rencana kegiatan;
2) menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;
3) memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas pelal<sanaan

kegiatan;
4) memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar tim; dan
5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

c. Tanggung jawab Ketua Tim meliputi:
l) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
2) membagi perErn anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian,

dan/atau keterampilan;
3) melaksanaan kegiatan sesuai dengan perenc€rnaan;
4) memberik€rn umpan balik berkala kepada anggota tim;
5) melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai kinerja

dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai bahan
pertimbangan penilaian kine{a pejabat fungsional dan pelaksana; dan

6) melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar
anggota tim.
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d. Tanggung jawab anggota tim meliputi:
1) menyusun rencana ke{a individu;
2) melalsanakan kine4'a sesuai ekspektasi ketua tim; dan
3) melaporkan hasil kine{anya kepada ketua tim.

e. Tanggung jawab Individu meliputi:
1) menyusun rencana kerja individu;
2) melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi pejabat penilai kinerja dan

pimpinan unit organisasi; dan
3) melaporkan hasil kinerja kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit

organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian
kinerja pejabat fungsional dan pelaksana; dan

4) melalsanakan kolaborasi dan sinergisitas dengan Tim Ke{a/lndividu
dalam unit organisasi.

4. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS

Terdapat dua macam pertanggungiawaban dalam pelaksanaan tugas yaitu:

a. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana
secara individu.

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat F\rngsional atau pelaksana secara individu
maka Pejabat Fungsiona-l atau pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas
secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana
dalam tim kerja.
1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim

melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim

kemudian melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit
Organisasi.
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C. TRANSF'ORMAST MANA"'EMEIY/PERAN UNSUR KESEI{RETARIATAITI DALAM
PEITERAPAN MEKANISME ITERJA

Penyesuaian sistem kerja sebagai tahapan untuk mendukung optimalisasi
pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, merupakan bentuk dari pelaksanaan
transformasi manajemen. Penerapan transformasi manajemen secara efektif akan
mewujudkan terciptanya pola kerja baru dalam organisasi pemerintahan.

Selanjutnya agar optimal dalam penerapannya, maka pelaksanaan
penyesuaian sistem keda di lingkungan Pemerintah Daerah dikawal,
dikendalikan dan didukung oleh tim tralsformasi manajemen. Peran tim
transformasi manajemen dalam pelaks€rna€rn penyesuaian sistem kerja tersebut,
meliputi:
1. Dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:

a. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
b. penjaminan efektivitas pelalsanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Pemerintah Daerah; dan
c. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah.

2. Dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan:
a. penguatan kolaborasi dal sinergisitas antar Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di lingkungan Pemerintah

Daerah.

Tim transformasi manajemen dilaksanakan oleh unsur Sekretariat Daerah
yang terdiri dari Pejabat yang Berwenang, Pejabat level tertinggi, Pejabat Penilai
Kinerja dan pimpinan unit yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia,
pimpinan unit yang bertanggung jawab atas perenc€rnaan kinerja dan anggaran.
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BAB III
FORMAT DOKIIMEN PEITDT'I(I'NG PEITTESUAIAN SISTEM KERJA

DAN CONTOH PETTERAPAN

1. Contoh surat permohonan prlbadl untuk meaJadl anggota Tim Kerja.

Bandar Lampung, tanggal bulan dan tahun

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: Biasa
: 1 (satu) berkas
: Permohonan menjadi anggota Tim Keda

Yth, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Ke{a
Provinsi Lampung
di

Tempat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Instansi

Andrian Daria, SE

19800929 200604 1 014

Penata/III.c

Analis Kebijakan Ahli Muda

Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Tim
Kerja XXXXX rcOO(X XXXX pada Perangkat Daerah/Unit Kerja XXX.XX
XXXXXX Provinsi Lampung, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan
Curriculum Vitae (CV) dan dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Perkenan Bapak/lbu
kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Mengetahui,
Atasan Langsung,

NAMA LENGI(AP ANDRIAN DARIA SE
NIP. XXXX XXXX

Tcmburan:
Kcpala Biro OrSarisasi Sctda ftovinsi l,ampung.

NIP. 19800929 200604 | o14
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2. Contoh surat persetuJuarr permohonan Eenjadi anggota Tim KerJa.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
Telp. (0721). Fax. (0721)

Laman: . ... Pos-el:

LA

Bandar Lampung, tanggal bulan dan tahun

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: xxx/:orx/>o</>ooo<

: Biasa

: Persetujuan menjadi anggota Tim Kerja

Yth, Sdr. Andrian Daria, SE

di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal hal
Permohonan menjadi anggota Tim Keq'a, setelah dilakukan verifikasi oleh Ketua
Tim Kerja, maka dengan ini kami sampaikan hal-hd sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional/pela&eaaa serta kualifikasi keahlian yang Saudara
miliki sesuai dengal kebutuhal dalam Tim Ke{a X.X.XXX pada Perangkat
Daerah/Unit Kerja XXXXX XXXXXX Provinsi Lampung.

2. Atas rekomendasi dari Ketua Tim Ke{a tersebut, kami menyetujui
permohonan Saudara untuk menjadi anggota Tim Kerja dimaksud.

3. Setelah Saudara menerima Surat Keputusan dari Kami, agar Saudara segera
melapor kepada Ketua Tim Kerja tersebut.

Demikian kami
ucapkan terima kasih.

sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

KEPALA PERANGKAT DAERAII/
KEPALA UNIT KEzuA,

Cap dan Tandatangan

NAMA
Pangkat Golongan
NIP

TembuBan:
Kcpele Biro OrEankasi S€tda trovin3i tampung

Alamat Jelas, Kode Pos:
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3. Contoh surat penola&an permohonan menjadi anggota Tim KerJa.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PERANGKAT DAERAH/U NIT KERJA
Alamat Jelas, Kode Pos: ....

Telp. (0721) Fax. (0721)
Laman: .... Pos-el

-

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Bandar Lampung, tanggal bulan dan tahun

: n<x / xx<. / >o<. I xr,sa<.

: Biasa

Penolakan usulan menjadi anggotaTim Kerja

Yth, Sdr. Andrian Daria, SE

di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal bulan tahun hal Permohonan
menjadi anggota Tim Kerja, setelah dilakukan verifikasi oleh Ketua Tim Ke{a,
dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa usulan saudara tidak dapat
dipertimbangkan, dengan alasan:

a. Jabatan Fungsional/pela&sana serta kualifikasi keahlian yang Saudara
miliki tidak sesuai dengan kebutuhan dalam Tim Kerja XXXXX pada
Perangkat Daerah/Unit Kerja XXX XXXX Provinsi Lampung. (olternattae 7l

b. Jabatan Fungsional/pelakeana serta kualifikasi keahlian yang Saudara
miliki sesuai dengan kebutuhan dalam Tim Ke{a XXXXX pada Perangkat
Daerah/Unit Kerja Provinsi Lampung, namun jumlah anggota Tim sudah
mencukupi. loltaraatlroe Q

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGI(AT DAERAII/
KEPALA UNIT KER.'A,

Cap dan Tandatangan

NAMA
Pangkat Golongan
NIP

Tembusan:
Kcpala Biro Orgenis$i Sctda Provinsi LampunS.
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4. Contoh surat pernlntaan menJadi arrggots Tim KerJa Jabatan FungsionaU
Pelaksana antar Perangkat Daerah/ Instansl Pemerlatah.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
Alamat Jelas, Kode Pos : .. . ..

Telp. (0721) Fax. (0721) .

Laman: .... Pos-el :...

tlPUI{G

Bandar Lampung, tanggal bulan dan tahun

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Permintaan Jabatan Fungsional/ Pelaksana

Menjadi anggota Tim Kerja.

Yth, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja
Provinsi Lampung
di

Tempat

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target
kinerja pada Tim Kerja XXXXX X)OfiX XXXXX XXXXX maka kami
membutuhkan pej abat fu ngsional/ pelaksana XXXXXXX XXXXXX.

Terkait hal tersebut, mohon persetujuan saudara terhadap Aparatur
Sipil Negara (ASN) dibawah ini :

: X.XX/
: Biasa

/xx/xxxx

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Instansi

ffi
xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx/xxx.x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Untuk menjadi anggota Tim Kerja sebagaimana tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Ke{asamanya kami
ucapkan terima kasih.

KTPALA PERANGI(AT DAERAH,

Cap dan Tandatangan

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP. XXXXX XXX XXX

Tcmbusan:
l. Gubemur LamErng di Teluk Bctung (sebegai laporan)
2. Wakil Gubcmur kInpunA di Tcluk Betung;
3. Sclcetarb Daerah Provinsi Lampuna;

I

L.



5. Contoh surat penugasan menJadi anggota Tlm Kerja Jabatan f'uageional dan
Pelaksana antar Perangkat Daerah/Instanel Pemerintah.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
Alamat Jelas, Kode Pos

Telp. (0721) Fax. (0721) ..

Laman: .... Pos-el :...-

Dasar

Kepada

Untuk

Dengan Ketentuarr

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

,oooooooo( >o(x)oo(
xxxxxx xxxxx x xxx

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor:XXX/ /SPT/XX/XXXX

Surat Kepala Perangkat Daerah XXXXXXX XXXXXX
XXXXXX Nomor XXXXX Tanggal Bulan dan Tahun hal
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

: XXXXXX/XX.x
: XXXXXXXXXXX

Perangkat Daerah XXXXXX)OOGXXX

Melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Ke{a XXXXXX
XXXXX XXXXXXX Pada Perangkat Daerah XXXXXX XXXX
XXXXX selama XXXXX XXXXX.

1. Setelah melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan
tertulis kepada Pejabat Penilai Kinerja.

2. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: XXXXXXXXXX
: XXXXXXXX

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Cap dan Tandatangan

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP. XXXXXXXXXXX

l.Gubemur llJnpung di Teluk BetunS (s€b€8ai lapo.anl;
2.Wakil Gubcmur tampung di Tehrk B.tung;
3. SclsEt€ris Daersh Provinsi Lalnpung;

-93 -

MEMERINTAHKAN:
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6. Contoh Surat Keputusaa Tim Kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH
Alamal Jelas, Kode Pos: . .. . .. .

Telp. (0721) Fax. (0721) ...
Laman: .... Pos- el: ..

LA,t,lPUN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI

NOMOR: rOO(/ l0()o( / )o( /rOOO(

TETTTANG

PEtr,TBENTUKAN TIM KER^,4
DI LINGKUNGAIT BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERATI

PROVINSI LAIIPUNG

Menimbang

Mengingat 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi;

2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung Pemerintah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 4, Berita Daerah Provinsi Lampung
Nomor 51);

3. Peraturan Gubernur Nomor XX Tahun XXXX tentang Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor XXX Tahun XXXX.

4. Peraturan Gubernur Nomor XXX Tahun XXXX tentang Sistem
Kerja Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk
Penyederhanaan Birokrasi.

MEMUTUSKAN:

rl._

7

I(TPALA BIRO ORGAITISASI,

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan dalam
rangka penyesuaian mekanisme kerja Aparatur Sipil Negara,
perlu membentuk Tim Kerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu
menetapkannya dengan Keputusan Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Menetapkan : PEMBENTUIIAN TIM XER.TA DI LINGKUNGAN BIRO
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAIUPUNG
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KEDUA

KETIGA

Membentuk Tim Kerja Di Lingkungan Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Larnpung dengan susunan Tim Kerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Ke{a sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas dan tanggungiawab sebagai berikut:

1. Ketua Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

a. Menyusun Peta Proses Bisnis pelaksanaan tugas Tim;

b. melal<sanaan koordinasi, menyusun rencana, target dan
waktu pencapaian sasaran (Output) dengan Pimpinan Unit
Organisasi untuk selanjutnya disusun Rencana Aksi selama
tahun Anggaran Berjalan;

c. menyampaikan Dokumen Rencana Aksi kepada Pengampu
Fungsi Tata Usaha untuk dapat dimasukan kedalam
dokumen perencanaErn tahun be{alan untuk selanjutnya
dimasukan kedalam aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD);

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam rangka
mencapai sasaran Output. Kerangka Acual Kerja (KAK) yang
disusun wajib dikonsultasikan dengan Pimpinan Unit
Organisasi. KAK yang telah mendapatkan persetujuan dari
Pimpinan Unit Organisasi diserahkan kepada Pengampu
Fungsi Tata Usaha untuk selanjutnya dimasukan kedalam
Dokumen Pelal<sanaan Anggaran (DPA) ;

e. Men,'usun rincian pelaksanaan kegiatan;

f. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi,
keahlian, dan/ atau keterampilan ;

g. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencana€rn;

h. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
i. Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan

tugas antar anggota tim;

2. Anggota Tim memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. Menyusun rencana kerja individu;

b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim;
c. Melaporkan hasil kine{anya kepada ketua tim.

Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat penilai
Kinerja dan/atau Kepala Biro Organisasi sebagai bahan
pertimbangan penilaian kinerja.

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksana tugas Tim Kerja
sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dibebankan pada
anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

KEEMPAT

KESATU



KELIMA

Tembusan:
l- cubcmur I^aEpuaa di Tcluk Bctuog (ocbaaai laFranl;
2. wakil cubcrtrur LaEpu!8 di Tcluk B€tun8;
3. S.bet ris Dserah Prorin8i taEpuna;
4. Masing-m,.ing arg8ots tiE dsll individu yang ber38ngkutan.
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Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal XX XXXXXXXX

KEPALA BIRO ORGANISASI,

Cap dan Tandatangan

Drs. LIIXMAN. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680906 198901 1 001
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALq BIRO ORGANISASI
NOMOR :XXx/xxx/xX/XXXx
TANGGAL :XXXXXXXXXX

TIM KERJA DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI LAMPUNG

NO BAGIAN SUB K.BGIATAN I{AMA TIM KETUA TIM ANGGOTA TIM TARGET
XIITERJA SATUAN

I 2 3 4 5 6 7 a

I TATA LAKSANA Pengelolaaa
Ketata-lasanaan
Pemerintah

I .Tim Penlrusunar
Peratura! Gubemur
Lampung tentang Tata
Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung

A-adrlan Darla, gE
NIP. 19800929 2006 4 0t4
Penata/lll.c
Analis Kebijakan Ahli Muda

1. Dwi Febri H, S.tP., M.A
NIP. 19790216 2002t2 2 007
Pembina/IV.a
Analis SDMA Ahli Madya

2. Novita Lina HS, SH
NtP. 19720921 199303 2 003
Penata Tk.l/lll.d
Analis Kebijakan Ahli Muda

3- Chairul Saleh
NrP. 19690510 198712 1001
Penata Muda Tk.l/ln.b
Pengadministrasi Umum

3 bulan I dokumen

2,Tim Penl.usunan Peta
Proses Bisnis
Pemerintah Provinei
L€mpung

L.dy PulDttr, 8E,, MII
NIP. i98111 17 200604 2 007
Pembina/lV.a
Ana.Iis Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

1. Guswadi Alamsyah, SE., MM
NIP. 19730830 200604 I OO4
Pembina/[V.a
Analis SDMA Ahli Madya

2. ZuJfiqri Umro S. Sos., M. Si
NIP. 19730107 200604 1 o04
Pembina/lV.a
Analis Perencanaan Ahli Muda

3. Novita Lina HS, SH
NtP. 1972092L 199303 2 003
Penata Tk.l/lU.d
Analis Kebijakan Ahli Muda

3 bulan 1 dokumen

Keputusan
Gubemur tentang
Peta Proses Bisnis

Pemerintah
Provinsi Larnpung

Peraturar
Gubernu! tentang

Tata Naskah
Dinas
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I 2 3 4 5 5 7 a

2.Fasilitas
Peningkatar
Pelayanan Publik

Tim Evaluator
Pemantauan Evaluaai
Kine{a
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
(PEKPP) pada
Pemerintah Provinsi
dan Pemerintsh
Kabupaten/ Kota se
Provinsi Lampung

Novlte LIDA BA, 8II,
NrP. 19720921 199303 2 003
Penata Tk.I/nl.d
Ana.lis Kebijakan Ahli Muda

l. Guswadi Alamsyah, SE., MM
NrP. 19730830 200604 1 004
Pembina/IV.a
Analis SDMA Ahli Madya

2. Netty Noprina, S.STP, M. Si
NIP. 19861129 20o4t2 2 001
Pembina/IV.a
Perencaraan Ahli Madya

3. Dwi Febri H, S. IP, MA
NIP. 19790216 200212 2 o07
Pembina/tV.a
Analis SDMA Ahli Madya

4. Andrian Daria, SE
NIP. 19800929 2006 4 014
Penata/lll.c
Analis Kebijakan Ahli Muda

5. Tri AngBoro H, SH.MH.
NIP. 19740605 200604 I O1 1

Penata Tk. I/lII.d
Penyusun Bahan Kebijakaa

2 bulan l dokumen

Dokumen hasil
penilaian PEKPP
pada Pemerinta-h

Provinsi darl
Pemerintah

Kabupaten/Kota
se Provinsi
Lampung

2, Tim Kompetisi lnovasi
Pelayanan Publik

Novlta Ltna HS, gH.
NIP. 19720921 199303 2 003
Penata Tk.l/lll.d
Analis Kebijakan Ah-li Muda

1. Andrian Daria, SE
NIP. 19800929 2006 4 0L4
Penata/lU.c
Analis Kebijakan Ahli Muda

2. Tri Anggoro H, SH.MH.
NIP. 19740605 200604 1 01 I
Penata Tk. I/lU.d
Penyusun Bahan Kebijakan

3. Helmah Dry Hastuti
NlP. 19771206 200701 2 009
Penata Muda/lII.a
Pengadministrasi Umum

4. Guswadi Alamsyah, SE., MM
NrP. 19730830 200604 1 004
Pembina/IV.a
Analis SDMA Ahli Madya

5. Dwi Febri H, S. IP, MA
NtP. 19790216 200212 2 007
Pembina/IV.a
Analis SDMA Ahli Madya

3 bulan l dokumen

Penilaian
Kompetensi

lnovasi Pelayanan
Publik
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t 2 3 5 6 7 a

KELEMBAGAAN DAI{
ANALISIS JABATAN

l.Fasilita8i
Penata€n
Kelembagaan
Kabupaten /
Kota

Tim Fasilitasi Penataan
Kelembagaan Kabupaten /
Kota

Rrnl Arts Prlaatl, S. 8o!
NIP, 19790506 201101 2 003
Penata Tk. I/ III.d
Analis Kelembagaan

i. Dwi Febri H, S. IP, MA
NrP. 19790216 2002L2 2 007
Pembina/IV.a
turalis SDMA Ahli Madya

2. Netty Noprina, S.STP, M. Si
NIP. 19861 129 200412 2 001
Pembina/lV.a
Perencanaan Ahli Madya

3. Nuryansyah Agus, S. Sos, MM
NrP. 198112r7 20rO0r I O15
Penata Tk.l/lll.d
Analias SDMA Ahli Muda

4. Andrian Daria, SE
NIP. 19800929 2006 4 0t4
Penata/ III . c
Analis Kebijakan Ahli Muda

5. Ependi
NIP. 19690128 20070t I O23
Pengatur/ll.c
Pengadministrasi Umurn

I 2 Bulan 1 5 Dokumen

Fasilitasi
Kabupaten/ Kota
(sesuai jumlah

Kabupaten/Kota)

2 . Penataan Analisis
Jabatan

1.Tim Peny.usunan Analis
Jabatan dan Analisis
Beban Kerja

Gu.wadl Alsmryrh, 8E., MDI
NIP. 19730a30 200604 | OO4
Pembina/lV.a
Analis SDMA Ahli Madya

l. Dwi Febri H, S.IP.MA
NrP. 19790216 200212 2 007
Pembina/lV.a
Analis SDMA Ahli Madya

2. Devianty, SH.,MH
NIP. 19801231 200804 2 001
Penata Tk.l/III.d
Analis SDMA Ahli Muda

3. Nuryansyah Agus, S. Sos, MM
NIP. 1981l2t7 20lOOl I 015
Penata Tk.l/IILd
Analis SDMA Ahti Muda

4. Rini Oktriana P, S.Sos. M.Si.
NIP. 19881005 201101 2 007
Penata Tk.l/IU.d
Analis SDMA Ahli Muda

5. Rani Arisprianti, S.Sos.
NtP. 19790506 201 101 2 003
Penata Tk. I/lII.d
Analis Kelembagaan

12 Bulan 38 Dokumen

Keputusan
Gubemur tentang

Anjab dart ABK
(Setda,

Inspektorat,
Badan, Dina8,
RSUDAM, RS

Bandar Negara
Husada, RS.J)
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7 2 3 5 6 7 a

2,Tim Pen,.u8unan
Tarnbahan Penghasilan
Aparatur Sipil Negara
(ASN)

Nuryansyah Agus, 8.8os. M
NIP. 1981 1217 20100i I O15
Penata Tk.l/lll.d
Analis SDMA Ahli Muda

l Dwi Febri H, S.IP.MA
NIP. 19790216 200212 2 007
Pembina/lV.a
Analis SDMA Ahli Madya

2. Devianty, SH.,MH
NIP. 19801231 200404 2 00L
Penata Tk.l/UI.d
Analis SDMA Ahli Muda

3. Rani Arieprianti, S.Sos.
NIP. 19790506 201 101 2 003
Penata Tk. t/UI.d
Analis Kelembagaan

4. Rini Oktriana P, S.Sos. M.Si.
NIP. 19881005 20tt01 2 007
Penata Tk.l/lII.d
Analis SDMA Ahli Muda

6 bulan I dokumen

Peraturan
Gubernur tentang

Tambahan
Penghasilan ASN

3 . Fasilitasi
Perencanaan dan
Pelaporan
Sekretariat
Daerah Provinsi

l.Tim Penyusun
Dokumen Renja,
Perubahan dan
Eva.luaBi Renja Setda

Nctty oprlru, a.afP, u. at
NIP. 19861 129 200412 2 001
Pembina/lV.a
Perencanaan Ahli Madya

l. Zulfiqri Umro S. Sos., M. Si
NIP. 19730107 200604 1 004
Pembina/lV.a
Analis Perencanaan Ahli Muda

2. Yuliana Sari TB, SE., MM
NIP. 19860105 20tOO1 2 01,7
Penata Tk.l/lU.c
Perencana Ahli Muda

3. Barita P.M. S, SAN., M. Si
NrP. 19880331 201 101 2 008
Penata Tk.l/lll.c
Perencana ANi Muda

12 Bulan 7 Dokumen

l. Renja
2. Perubahan

Renja
3. Evglua8i Renja
4. Evaluasi Rcnja

TW 1, TW II,
TW III, TW IV

2.Tim PenyLlsun
Dokumen Rencana Aksi
dan Evaluasi Rencana
Aksi

Zulnqd Unro, g. 8or., U. 8t
NIP. 19730I 07 200604 1o04
Pembina/lV.a
Analis Perencanaan Ahli Muda

l. Netty Noprina, S.STP, M. Si
NIP. 19a61129 2oo412 2 0,01
Pembina/IV.a
Perencanaan Ahli Madya

2. Yuliara Sari TB, SE., MM
NIP. 19860105 20[OOL 2 017
Penata Tk.l/lll.c
Perencara Ahli Muda

3. Barita P.M. S, SAN., M. Si
NIP. 19880331 201lOl 2 008
Penata Tk.l/lll.c
Perencana Ahli Muda

12 Bulan 7 Dokumen:

1. Rencana Akai
2. Pembahart

Rencarta Akei
3. Evaluasi

Rencara Akai
4. Evaluasi

Rencana Aksi
TW I, TW II,
TW III, TW IV
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3 AKUNTABILITAS
KIIIERJA DAN
REFOR}IASI
BIROKRASI

I . Monitoring dan
Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja

ZElfr Y8rtd, aP., f . at
NIP. 19690803 199703 2 008
Pembina/lV.a
Analis Kebijakan Ahli Muda

1. Barita PM S, SAN., M. Si
NIP. 19880331 201lOl 2 008
Penata Tk.I/tll.c
Perencana Ahli Muda

2. Novita Lina HS, SH
NtP. t9720921 199303 2 003
Penata Tk.l/lll.d
Analis Kebijakan Ahli Muda

3. Yuliana Sari TB, SE., MM
NtP. 19860105 201001 2 077
Penata Tk.I/tII.c
Perencana Ahli Muda

3 bulan 1 dokumen:

LKJ

b.Tim Pentrusun e-SAKIP
terintegrasi Pemerintah
Provinsi Lampung

Batlt PDI a, aAN., U. at
NIP. 19880331 201101 2 008
Penata Tk.l/Ill.c
Perencana Ahli Muda

1. Tri Anggoro H, S.H., M.H
NIP. 19740605 200604 I 011
Penata Tk. I/ULd
Analis Kebijakan Ahli Muda

2- zultaYazid,, SP., M. Si
NIP. 19690803 199703 2 00a
Pembina/IV.a
Analis Kebijakan Ahli Muda

3. Yuliana Sari TB, SE., MM
NIP. 19860105 201001 2 017
Penata Tk.l/ULc
Perencana AhIi Muda

6 bulan I Aplikasi

2,Evaluasi
Pelaksanaan
Budaya Kerja

Tim tmplementasi
BeTAKHLAK

Dsl Febrt II, B.IP,UA
NIP. 19790216 200212 2 007
Pembina/IV,a
Analis SDMA Ahli Madya

1. Siti Aisyah, S. Sos., MM
NIP. 19650822 199303 2 003
Pembina/lV.a
Analis Kebljakan Ahli Muda

2. Tri Anggoro H, SH., MH
NIP. 19740605 200604 1 01 1

Penata Tk. t/Ill.d
Pen5rusun Bahan Kebijakan

3. Lies Apriyani, S. Sos., MH
NIP. 19780418 201001 2 010
Penata Tk.l/UI.d
Analis Perencana Evaluasi darr
Pelaporan

l0 bulan I Laporan

Laporan
implementasi

Core valeu
berakhlak

a.Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kineda
Pemerintah Provinsi
Lampung
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3. Pembinaan
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi

Tim Implementasi
Reformasi Birokrasi
Tematik

LIG! AprtFEl, S. 8o.., UH
NIP. 19780418 20lOOl 2 010
Penata Tk.l/III.d
Analis Perencana Evaluasi dan
Pelaporan

l. Z\lIaYazid, SP., M. Si
NIP. 19690403 199703 2 008
Pembina/IV.a
Analis Kebijakar Ahli Muda

2. Dsd Febri H, S.IP.MA
NIP. 19790216 200212 2 007
Pembina/lV.a
Analis SDMA Ahli Madya

3. Guswadi Alamsyah, SE., MA
NIP. 19730a30 200604 I OO4
Pembina/IV.a
Analis SDMA Ahli Madya

4. Siti Aisyah, S. Sos., MM
NIP. 19650822 199303 2 003
Pembina/lV.a
Analis Kebijakan Ahli Muda

5. Tri Anggoro H, SH., MH
NIP. 19740605 200604 I 011
Penata Tk. I/UI.d
PenJrusun Bahan Kebijakan

7 bulan l dokumen

Evaluasi
Reformasi

Birokrasi Tematik

KEPALA BIRO ORGANISASI,

Cap dan Tandatangan

Drs. LUKMAN MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680906 198901 I OO1
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7. Contoh Peta Proeee Bisnls Tim KerJa.

I

I

J

Tim Kerla
Biro Organisasi

Biro organisasi dan

Tatalaksana

Kemendagn

Biro Hukum

Kernentenan Dalam

Negeri

Pergub untuk
diundangkanPenyampaian

oral Pergub
untuk di

Fasilitasi
Kernendagri

Bagian Organisasi
Pemenntah

Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah

Provinsi Lampung

Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Naskah Dinas
B|RO ORG - 01.12.01 CFM.01

Perencanaan

Penyuslnan Data
dan Penyampaisn

Undangan

Verif
l€si

Penyampaan
oral Pergub

unluk di

tandatangani
Gubemur

Persiapar
p€laksanaan

Sosilisa8ikao dan
penorapan Pagub

Penyusunan
Pelaporan

Rapat
Psmbahasan
PonyuSunan

Pergub
tonlang Tab

Naskah Onas

Pdalsanaal
Sosialisasi dan

Penerpanan
Peraturan

Gubemur Lampung
Tenlang Tata
Nsskah Dinas

Gubemur
Peflandabngan

PeOub
ti,l€nedma

Laporan

lnspektorat
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JL_,J

I

Ponyusunan Revisi Peta Proses Bisnis P0mgrintah ProvinBi Lampung
BrRO ORG - 01.12.02 CFM.01

Tim Keda

Bio Organisasi

Perencanaan.
Ponyusunafl Dala
dal Penyampaian

LJndangan

Penyampaian

Dral SK Gub ttg

-> 
Revisi Peta P.otis

untuk dl

t ndatanani

Persiapar
p€l6ksanaan

Sosilisasikai
Rapat

Pemb*Esan
Pgnyusunan
Revi8i Pela

Proses Eisnis
Pemerinhh

Povinsi
Lampung

Vedfr

kasi
Penyusunan
Polaporan

Pelaksanaan
Sosialisasi Revisi

Pota Prcses Bisnis
Pem€rintah

Provinsi Lampung

Proses Penardalangan
Draf SK Gub flg Revjsi

P6tE Ploses Bisnis

Pergub untuk
dlundanglan

l,renerima
Laporsn

Penandatangan
SK Gubemor

Perangkat Daerah

Provinsi Lampung

Biro Hukum

Kementerian PAN

&RB

Kementeian Dalam

Negeri

Gubernur

lnspektorat
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8, Contoh Surat Rekomendasi Penllalan KinerJa bagt PeJabat Fungsional dan pelakeana pellbatan dalam Tim KerJa antar Unlt
Organisasl.

REKOMENDASI PENILNAN KERJA
TIM KERJA XXX'(>OO(XX)O(

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
PE.'ABAT PE!ULd I{ItrERJA,

ITA A
Pangkat/ Gplongan
NIP

PETGAWAI YANG DINITIII PE'ABAT PENILAIAI{ KII{ERJA

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
lnstansi

Andrian Daria, SE
19800929 200604 I 014
Penata/lll.c
Analis Kebijakan Ahli Muda
Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

Nama
NIP
Pangkat/ Gol
Jabatan
lnstansi

xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxx
xxx/xx
xxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxx

NO ASPEK PENILAIAN
PENILAIAN KINERJA

RATII{G HASIL KERJA PREDIKAT

1 Hasil Kerja Diatas Ekspektasi Sangat Baik

2 Perilaku Kerja Pegawai : Sesuai Ekspektasi Baik

a Berorientasi Pelayanan Dibawah Ekspektasi Butuh Perbaikan

b. Akuntabel Kurang

c. Kompeten Sangat Kurang

d. Harmonis
e Loyal

f. Adaptif
g. Kolaboratif

PENILAIAN PRILAKU KERJA
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BAB tV
PENTUTUP

Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan dengan
penyesuaian sistem kerja merupakan tahapan terakhir. Penyesuaian sistem kerja
dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme ke{a dan proses
bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dengan
adanya penyesuaian sistem kerja tersebut diharapkan pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional dan pelaksana dilakukan dalam suatu sistem kerja dengan
mengedepankan kompetensi, keahlian dan keterampilan. Perbaikan dan
pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini memberikan keluasaan
pada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja.

Oleh karena itu, penyesuaian sistem kerja ini merupakan faktor penentu
bagi keberhasilan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Peraturan Gubernur
ini digunakan sebagai acuan bagi penyesuaian sistem kerja yang dilaksanakan
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUI{G,

ttd

ARINAL DJUNADI
S

JAILI\NI SH

aslinya
HUKT'M,

MH,
Utama Muda

I{IP so90s1991031004


